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BUPATI SUMBAWA 
PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA 
NOMOR .:Z..\ TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 69 TAHUN 2021 

TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN 
KABUPATEN SUMBAWATAHUN 2021-2026 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SUMBAWA 

a. bahwa peru bahan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan 
perubahan rencana pembangunan lima tahunan Dinas 
Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa yang memuat 
program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Dinas 
Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis 
perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila 
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun 
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 
perkembangan keadaa.n, asumsi prioritas pembanguna.n 
Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, 
rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah berkenaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa 
Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas 
Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah 
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor \vf 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

~ 1655); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ten tang 
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6133); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 

9. Peratu.ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peratu.ran Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 136); 

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 

' ~egara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 
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12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ten tang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara 
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Sera Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 459); 

16. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa 
dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republilc Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 569); 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang 
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (Berita Negara Republilc Indonesia Tahun 2020 
Nomor994); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republil{ 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana 
Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 288); 

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita 

~ y-Negara Republilc Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569 
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23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang 
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 
tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 
2020-2024; 

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Sumbawa Tahun 2011-2031; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembanguna.n Jangka Panja.ng (RPJP) 
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 
571); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
{Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 
686); 

30. Peratu.ran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) 
sebagaimana telah diubah dengan Peratu.ran Daerah 
Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peratu.ran Daerah Kabupaten Sumbawa 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 
712); 

31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, dan Fungsi serta. 
Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 
(Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 59) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Sumbawa Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 

"- \t(Berita Daerah Kab:paten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 19); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI SUMBAWA NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA 
STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN 
SUMBAWA TAHUN 2021-2026. 

Pasal I 

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 69 Tahun 2021 
tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 
2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 69), diubah 
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Sumbawa 

UPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 
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1.1 Latar belakang 

LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA 

NOMOR 2tTAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI SUMBAWA NOMOR 69 

TAHUN 2021 TENTANG RENCANA 

STRATEGIS DINAS KETAHANAN 

PANGAN KABUPATEN SUMBAWA 

TAHON 2021-2026 

BABI 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, ketentuan pada Pasal 29 Ayat (1) 

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk Priode 5 (lima) tahun. Renstra selanjutnya menjacli dasar bagi 

Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja. Pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 30 Ayat (1) menyatakan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah 

merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (satu) 

tahun. 

Memperhatikan pada Pasal 16 Ayat (2) selanjutnya menyebutkan 

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah clisusun secara 

bertahap, yang climulai dengan (a) persiapan penyusunan (b) penyusuna 

rancangan awal (c) penyusunan rancangan (d) pelaksanaan forum Perangkat 

Daerah/lintas Perangkat Daerah (e) perumusan rancangan akhir dan (f) 

lt penetapan. 
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RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan disusun sesuai dengan tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang 

perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 tentang 

Kedudukan, Susunan · Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa serta berpedoman kepada 

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2021-2026, 

Renstra memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan 

dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan 

Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. 

Dokumen Renstra ini berfungsi untuk menuntun dan memberikan arah 

kepada segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan 

Pangan agar secara konsisten dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi 

peran dan porsi tanggung jawab yang diemban. Penyusunan Renstra Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa dirumuskan secara bersama-sama 

dengan melibatkan seluru.h unsur yang ada sehingga dokumen perencanaan 

yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab persoalan yang ada serta 

memiliki tingkat fleksibilitas dalam menyikapi perkembangan dinamika dan 

tuntutan perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, 

regional maupun nasional. 

Untuk menjawab ketiga ha1 tersebut Renstra Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Sumbawa 2021-2026 disusun dengan tetap memperhatikan arah 

kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Propinsi NTB tahun 2019-2024, 

Renstra Direktorat Jenderal Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 

2019-2024 sebagai bentuk sinkronisasi perencanaan pembangunan yang 

menyeluruh dan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan 

nasional. 

1.2. Landasan Hukum 

Penyusunan renstra Dinas Ketahanan Pangan disusun berlandaskan atau 

berdasarkan berbagai ketentuan peraturan penmdang-undangan yang 

terkait, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah­

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

It- Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4430}; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

{Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5360); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara 

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

t Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6322); 
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11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 201 7 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 182); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Telmis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Sera Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1312); 

16. Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan 

dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kode:fikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

~ 1447); 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi.s Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-

2024 (Belita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelak:sanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288}; 

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 1569 

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570}; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024; 

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 

Organisasi pada Instansi Pemerintah unruk Penyederhanaan Birokrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan 

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten 

Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa 

Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumbawa Nomor 571); 

30, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Ir Sumbawa Nomor 686); 
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka. Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 

2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712); 

32. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten 

Sumbawa Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten 

Sumbawa Tahun 2022 Nomor 19); 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud 

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 

2021-2026 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan 

program dan kegiatan pembangunan dalam bidang urusan pangan selama 

lima tahun ke depan, yang mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil 

Bupati terpilih dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah serta 

kebijakan nasional dan provinsi. 

1.3.2. Tujuan 

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan bertujuan unmk : 

1. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pembangunan 

Ketahanan Pangan serta perencanaan penganggaran pada Dinas 

Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 

2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan yang 

sinergis dan terpadu antara Pembagunan Nasional,Provinsi dan 

Ir Kabupaten. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Sumbawa sebagai berikut : 

BAB I.PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II.GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN 

2.1 Togas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan 

2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan 

Pangan 

BAB III.PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1 Identifi.kasi Permasalahan Berdasarkan Togas dan Fungsi Pelayanan 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementrian 

Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan 

BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

5.1 Srategi dan Kebijakan 

BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

t BAB. VIII. PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dina.s Keta.ha.na.n Pangan 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa merupakan Organisasi 

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Sumbawa. 

Organisasi Perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 

19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 

59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa. 

2.1.1. Susunan Organisasi 

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari: 

a . Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan. 

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri atas: 

1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, yang membawahi 

Kelompok Jabatan Fungsional 

2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, yang membawahi Kelompok 

J abatan Fungsional. 

3 . Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan, yang membawahi Kelompok 

b- J abatan Fungsional. 
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Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan 
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2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pangan. Dalam. pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan Perencanaan Bidang Pangan 

b) Perumusan kebijakan teknis clibidang pangan 

c) Pengkoorclinasian Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah 

daerah dibidang pangan 

d) Pembinaan, Pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang 

ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan. 

e) Pelaksanaan Kegiatan penatausahaan Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Sumbawa 

f) Pelaksanaan tugas lain yang cliberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

1. Kepala Dinas 

a) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

b) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 

urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan 

dasar bidang pangan dan tugas pembantuan yang cliberikan kepada 

Daerah. 

c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, 

kerawanan, cadangan, distribusi, keamanan dan konsumsi pangan; 

b. pelaksanaan administrasit evaluasi dan pelaporan di bidang 

ketersediaan, kerawanan, cadangan, distribusi, keamanan dan 

konsumsi pangan; dan 

c. pelaksanaan fungsi lain yang cliberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

d) Rincian Tu.gas Kepala Dinas adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun Perencanaan di bidang pangan 

b. Memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di 

\r bidang pangan; 
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c. mengoordinasikan, mempromosi.k:an dan mem.im.pin pelaksanaan 

program dan kegiatan di bidang pangan; 

d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang pangan; 

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan; 

f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi 

pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, kerawanan, cadangan, 

distribusi, keamanan dan konsumsi pangan; 

g. melaksanakan aclministrasi/penatausahaan Dinas; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

2. Sekretariat 

1. Sekretariat dipimpin Oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan 

perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan 

um.um dan kepegawaian. 

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi; 

4. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan; 

5. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi 

keuangan dan administrasi kepegawaian; 

6. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan 

hubungan masyarakat; 

7. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; 

8. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan 

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut: 

a) merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang 

perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; 

b} Mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan 

program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, 

umum dan kepegawaian; 

\re) menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas; 
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d) mengumpulkan bahan dalam penyusunan perencanaan keuangan dan 

pelaporan Dinas; 

e) melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan perencanaan 

keuangan dan pelaporan tahunan Dinas; 

f) mengk:ompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari 

masing-masing unit kerja; 

g) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja; 

h) menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas, 

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama 

dan Penetapan Kinerja Dinas7 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Dinasdan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi Dinas; 

i) melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan 

keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; 

j) melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, 

penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan 

keuangan akhir tahun; 

k) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan 

program dan kegiatandi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, 

umum dan kepegawaian; dan 

1) melaksanakan tugas Iain yang cliberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas dan secara administratif dikoorclinasikan oleh Sekretaris 

Dinas 

2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai 

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang 

ketersediaan dan kerawanan pangan. 

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang 

k ketersediaan pangan dan kerawanan pangan; 
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b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan telmis bidang 

ketersediaan pangan dan kerawanan pangan; 

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

ketersediaan pangan dan kerawanan pangan; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Rincian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

adalah sebagai berikut: 

a) merumuskan, memverifikasi, mengoorclinasika.n dan 

mempromosikan kebijakan telmis di bidang ketersediaan pangandan 

penurunan kerawanan pangan; 

b) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan 

kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan 

pangan; 

c) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang ketersediaan pangan; 

d) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi 

kerawanan pangan; 

e) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka 

penyediaan infrastruktur logistik diantaranya kawasan mandiri 

pangan, pertanian masuk sekolah, pertanian keluarga, 

pengembangan koorporasi usaha tani dan infrastruktur logistik 

lainnya; 

f) melaksanakan koorclinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan 

pangan kabupaten; 

g) melaksanakan penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan 

infrastruktur pendukung kemandirian pangan; 

h) menyiapkan infrastruktur lumbung pangan, lantai jemur dan 

penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya; 

i) menganalisis bahan perumusan kebijakan pencegahan 

kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan 

melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dan intervensi 

penanganan daerah rawan pangan; 

j) menyelenggarakan program dan kegiatan pencegahan dan 

\r kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan; 
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k) mengembangkan program dan kegiatan pencegahan dan 

kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan; 

I) melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan 

pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) 

daerah kabupaten; 

m) melaksanakan bimbingan telmis dan supervisi pencegahan dan 

kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan; 

n) menyiapkan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta 

ketahanan dan kerawanan pangan; 

o) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

program dan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan 

penurunan kerawanan pangan; dan 

p} melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 

1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh 

Sekretaris Dinas. 

2) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang distribusi 

dan cadangan pangan. 

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

4) pada ayat (2), Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang 

pendistribusian dan penyediaan cadangan pangan pemerintah 

dan cadangan pangan masyarakat; 

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan telmis bidang 

pendistribusian dan penyediaan cadangan pangan pemerintah dan 

cadangan pangan masyarakat; 

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang 

pendistribusian dan penyediaan cadangan pangan pemerintah 

dan cadangan pangan masyarakat; dan 

d . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

\{ dengan tugas dan fungsinya. 
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Rincian tugas Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan adalah 

sebagai berikut: 

a) merumuskan kebijakan telmis di bidang distribusi pangan dan 

cadangan pangan; 

b) memverifikasi, mengoorclinasikan dan mempromosikan bahan 

kebijakan telmis di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan; 

c) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang 

distribusi pangandan cadangan pangan; 

d) menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat 

konsep, mengkaji ulang dan manganalisis bahan kebijakan teknis 

jaringan distribusi pangan, kelembagaan distribusi pangan, 

cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat; 

e) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

distribusi pangan dan kelembagaan distribusi pangan; 

f) melaksanakan persiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan 

laiteria cadangan pangan Daerah dan cadangan pangan 

masyarakat; 

g) menyiapkan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan; 

h) menyediakan pangan berbasis sumber daya lokal; 

i) melakukan koordinasi sinlcronisasi dan pelaksanaan distribusi 

harga pokok dan pangan lainnya serta penentuan harga minimum 

pangan pokok lokal; 

j) melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan; 

k) melaksanakan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi 

serta kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani 

Indonesia; 

I) menyiapkan bahan perencanaan dan penyediaan sarana distribusi 

pangan masyarakat; 

m) menyiapkan bahan pengkajian, bimbingan teknis distribusi pangan, 

pengembangan jaringan clistribusi pangan pemerintah dan 

masyarakat dalam upaya mengatasi situasi rawan pangan; 

n) melakukan penyusunan draft analisis distribusi pangan berupa 

identifikasi pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan 

Masyarakat; 

o) menyiapkan bahan informasi distribusi pangan melakukan kegiatan 

identifikasi, monitoring dan evaluasi, pengembangan jaringan 

\f distribusi pangan masyarakat; 
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p) melakukan pemantauan arus distribusi pangan yang keluar 

maupun yang masuk ke Daerah; 

q) melaksanakan kerja sama pengembanganjaringan clistribusi pangan 

pemerintah dan masyarakat; 

r) menyiapkan bahan koordinasi cadangan pangan pemerintah dan 

seluruh pendukung kemanclirian pangan pada berbagai sektor; 

s) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dan 

menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah dan 

masyarakat serta bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, 

penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya 

sesuai dengan kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan 

dan harga pangan; 

t) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Daerah 

pada lokasi daerah rawanan pangan; 

u) menyiapkan draf analisis cadangan pangan dan seluruh pendukung 

kemandirian pangan pada berbagai sektor, berupa cadangan pangan 

dan keseimbangan cadangan pangan daerah dan analisis lainnya; 

v) menyiapkan bahan bimbingan teknis cadangan pangan pemerintah 

dan masyarakat serta bahan informasi cadangan pangan dan 

menyusun rencana kebutuhan pangan lokal; 

w) melaksanakan pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan 

pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten; 

x) menyiapkan bahan koorclinasi cadangan pangan dalam rangka 

menghadapi Harl Besar Keagamaan dan Nasional; 

y) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang clistribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan 

z) melaksanakan tu.gas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tu.gas dan fungsinya. 

5. Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan 

1) Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Bi dang 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

\r Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. 
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2) Kepala Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang keamanan 

dan konsumsi pangan. 

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keamanan 

dan konsumsi pangan; 

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan telmis bidang keamanan 

dan konsumsi pangan; 

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang 

keamanan dan konsumsi pangan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

Rincian tugas Kepala Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan adalah 

sebagai berikut: 

a) merumuskan kebijakan teknis di bidang keamanan dan konsumsi 

pangan; 

b} memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan 

kebijakan teknis di bidang keamanan dan konsumsi pangan; 

c) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis di 

bidang keamanan dan konsumsi pangan; 

d) menyelenggarakan sosialisasi keamanan pangan dan kelembagaan 

pangan; 

e) mengembangkan perencanaan pengawasan mutu dan keamanan 

pangan dan produk pangan; 

f) melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang pengawasan keamanan pangan, kelembagaan pangan, pola 

konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; 

g) menyiapkan bahan koordinasi dengan sektor terkait tentang 

pengawasan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, 

pencapaian target konsumsi pangan yang beragam, bergizi, 

seimbang dan am.an; 

h) menyusun bahan koordinasi pengawasan mutu dan keamanan 

produk pangan; 

i) menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan mutu 

~ dan keamanan pangan; 
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j) melaksanakan koordinasi dalam pengujian laboratorium keamanan 

pangan, pengambilan sampel pangan untuk bahan pengujian 

laboratorium dan analisis basil uji laboratorium untuk bahan 

rekomendasi keamanan pangan; 

k) melaksanakan pembinaan terhadap kelompok/perorangan untuk 

serti:fikasi sistem budidaya produk/ sertifikat prima dan bimbingan 

teknis dan supervisi pengawasan pangan dan kelembagaan pangan 

termasuk penguatan kelembagaan keamanan pangan segar Daerah; 

1) melaksanakan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan 

Daerah serta registrasi dan rekomendasi keamanan pangan segar 

asal tumbuhan Daerah; 

m) menyiapkan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan 

pangan segar asal tumbuhan Daerah; 

n} menyelenggarakan kegiatan promosi pangan non beras dan non 

terigu; 

o) mengembangkan teknologi pengolahan pangan lokal dan pangan 

lainnya; 

p) menyusun dan menetapkan target konsumsi pangan perkapita 

pertahun; 

q} menyiapkan bahan analisis konsumsi dan menyusun pola pangan 

harapan; 

r) merencanakan sosialisasi konsumsi yang beragam, bergizi, 

seimbang dan aman; 

s) melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal 

seperti lomba cipta menu beragam. bergizi seimbang dan am.an, 

peringatan hari pangan sedunia, pengembangan pangan lestari dan 

pengembangan obor pangan lestari; 

t) melaksanakan penyusunan kebijakan, pengkajian dan koordinasi 

pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; 

u) menyelenggarakan kebijakan dan pemantapan pola konsumsi 

pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; 

v) menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pola 

konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan; 

w) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang keamanan dan konsumsi pangan; dan 
\r 
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x) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Perangkat Daerah 

Dalam pelaksanaan tu.gas, baik tugas rutin maupun pelaksanaan 

berbagai kegiatan yang terprogram, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Sumbawa didukung oleh 30 orang pegawai berdasarkan golongan, jenjang 

pendidilran dan jenis kelamin serta batas pensiunan pegawai. Data-data 

tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan 

No Status Golongan Jum]ab 
I II m IV 

1 CPNS - - 1 1 
2 PNS - 1 16 5 22 

Jumlah - 1 17 5 23 

Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

No Pendidikan CPNS PNS Tenaga Jumlah Kontrak 
1 Doktor - - - -
2 Strata. 2 - 2 - 2 
3 Strata 1 1 17 5 23 
4 D3 - 1 - 1 
5 SLTA - 2 2 4 
6 SLTP - - - -
7 SD - - - -

Jumlah 1 22 7 30 

Tabet 2.3. Data Batas Pensiunan Pegawai 

PANGKAT l1MVR 
TAHUN PADA NO NAMA/NIP L/P PANGKAT/ TMT PENSION TAHUN 

GOL.RUANG 2022 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Ir. Irin Wahyu Indami 

p Pembina Utama 01-10-2019 2025 57 
19650320 198503 2 006 Muda, IV/c 

Ir. S. Darmsya 
L Pembina Tk I, IV /b 

01-04-2019 
2024 56 2 

19660616 199303 1 003 
Dinar, S.Pi. 

p Pembina, IV/ a 01-10-2011 
2025 54 3 

19681231199603 2 021 

Hj. Jamilla, SP 
Pembina, IV/ a 01-10-2019 2026 54 4 

19670323 198803 2 016 
p 

Nur lsna Sitoresmi, 
01-04-2017 5 S.Sos.,M.Si. p Pembina, IV/ a 2036 44 

19780616 200604 2 010 

Elin Karlina, SP.M.P. 
p Pembina, IV /a 01-04-2019 2033 47 6 

19750317 200701 2 019 

\r 
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PANGKAT UMUR 
NO NAMA/NIP L/P PANGKAT/ 

TAHUN PADA 

GOL.RUANG TMT PENSIUN TAHUN 
2022 

Ambo 
7 Nurfiietrahyuddin, S.Pt L Penata Tk. I, III/d 01-04-2018 2032 48 

19741127 2007011 011 

8 
Syafrida, S.Sos. Penata Tk. I, III/d 01-04-2016 p 2032 48 
19740202 199603 2 003 

9 
Neti Herawati, S .Pt p Penata Tk. I, III/d 01-04-2019 
19750920 200701 2 025 2033 47 

10 
Wahyuningsih, SP 

p Penata Tk. I, III/ d 01-04-2019 
19761117 2007012018 

2034 46 

11 
Rahmi Hidayah, SP 

p Penata Tk. I, Ill/ d 01-04-2019 
19770822 2007012 021 

2035 45 

12 
Wirawan Dimeng,SP. 

19781102 200803 1 002 
L Penata Tk. I, III/ d 01-10-2021 

2036 44 

M. Ichsan, SE Penata Tk. I, IIl/d 01-04-2019 
13 L 2029 51 

19710112 200701 1 017 

14 
Citra Anggeraini, SP 

p 
197605012008012016 

Penata Tk. I, IIl/d 01-04-2020 
2034 46 

15 
Dedeh Winengsih, S .TP 

p Penata Tk. I, III/ d 01-04-2017 
19760209 200901 2 003 

2034 46 

16 
Nurmansyah Penata Muda TK I L IIl/b 01-04-2006 2024 56 
19661231 198703 1125 

17 
Ermiaty, SE 

19820601 200701 2 007 
p Penata, IIl/c 01-04-2019 2040 40 

18 
Sumiati,SE Penata Muda TK I 
19820211 201001 2 003 

p 
ill/b 

01-04-2019 2040 40 

Endang Purnamasari, 
Penata Muda TK I 19 SP p 01-04-2017 2044 36 

19860226 201001 2 033 ill/b 

20 
Wiwied Muriyanto, SE 

L Penata Muda TK I, 01-10-2019 2042 38 
19840317 2010011 005 ill/b 

21 
Afni, A.Md.Pros 

19770613 200501 2 001 
p Penata Muda , ID/ a 01-04-2019 2035 45 

22 
Rahman Hidayat 

19710527 200801 1 006 
L PengaturTK I, Il/d 01-04-2020 2029 51 

23 
Masyatullailani, S.T.P p Penata Muda, ill/a 01-10-2019 2055 24 
19970610 202203 2 018 

Jumlah seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Sumbawa adalah 30 Orang Pegawai yang terdiri dari 16 Pegawai Perempuan 

dan 14 Pegawai laki-laki. 

2.2.2. Aset / Modal 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah yang lebih teknis diatur dalam 

lrPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
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Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa 

selaku Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sumbawa telah melaksanakan penertiban asset melalui kegiatan pendaftaran 

dan pencatatan barang milik daerah ke dalam DBP/ DBKP menurut 

penggolongan dan kodefikasi barang. Pencatatan barang milik daerah yang 

dikelola atau berada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 

disesuaikan dengan sebaran terhadap pemanfaatan asset/modal tersebut 

sebagaimana dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang pengadaan 

bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Berikut 

disajikan data asset/modal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa 

berdasarkan jenis asset sesuai data KIB Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

r Sumbawa s.d. Tahun 2020, sebagai berikut: 
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Tabel 2.4. Aset / Modal Penunjang 

: PROVINS! NUSA TENGGARA BI\RAT 

PEMERJNl'AH ICABI.PAtm S~BAWA 

REKAPntJLASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A 
TANAH 

Provin.si 
Kab./lCata 

Bidang 

: PEMERINTAH KABUPAlEN SUMBD.WA 

: (ijang Pertaruan 
unrt Organlsasi : D1nas Pangan 

sub Unit Organisasi : D1nas Pangan 

U PB : DinaS Pangan 

N>. KODE U>ICASl : 12.15.06.11.06.01.01 

Nomor LIias Tahun Let:ak/ 
(M2) Penge- Alamat Sertifikat 

rt>. Jenis Barang / daan 
NamaBarang l<ade Regis-

Barang ter Hak Tanggal l'mmor 

I, 1 "' 2 
I, 

3 4 5 fr 6 7 8 
II' 9 10 11 

1 Tanah Bangunan Kantor 01.01.01.04.001 000001 861,00 2014 Jalan Bungur • Semu HakPalcal 25/10/21){)5 24 
Pemel!ntah No.7 RT. 001 RW. 001 

Dusun Kat111an Desa 
lalruhan SLDTibawe 
Keaime!Dn l.ebuhen 
Badas 

2 Tanah Bangunan Kantor Os. Lnbungkn 19/03/2015 15 

Pemerintzlh 

Penggunaan 

12 

k1mlDr Dlnas 
Pangan 

GudangPengan 
(SRG) LBbangka 

lr. 
Jumlah Harga 

26 

K'eteranga 
Asal 

Harga 
(ribuanRp) n 

usul 

IP" 
13 

pembeian 210.000,00 kanlI>rDJnas 
Pangan 

pembelian 

210.000,00 



r 

Provinsi PRO'JINSI NUSA TENGGARA BARAT 

Kab./Kota PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 

Bidang B""idang Pertanian 

Unit: Organisesi Dinas Pangan 

Sub Unit Dinas Pangan 

U PB Dinas Pangan 

I'«>, KDDE LOJCASI 12.15.06.11.06.01.01 

NI>. Kode Harang .Jenls Barang / rt:>mor 
1.3. l'-llma Harang Register 

1 I" 2 3 4 

PEMERJNl"AH KABUPA TB\I SU'-IBA WA 

REKAPITULASI KARTU lNVENTARIS BARANG (KIB) B 
PERALATAN DAN MESIN 

Merk/ Ukuran Bahan Tahun t.bmor 
Type I Pem-

cc bcrian Rangka Masin Pollsl 

5 6 7 B 9 10 zz 
BPKB 

12 

1 02.01.03.05.010 Pampa Air '000001 Sanyo/ Besl 2017 
PH-130B 

2 02.02.01.01.006 kendaraan dklas bennolDr 000001 Honda/ 100cc Besl 2001 MH 1KEV 7101KOO KEV7E1003n8 EA 3000 C No 1160534 

perorangan lalnnya (dst) S1.4)1a 3762 AA 

3 02.02.01.01.006 kendaraan dslas bennolDr 000002 Honda/ 100cc Besl 2001 MH1KEV7161KOO KEV 7E1003655 EA 3003 C No 1160613 

perorangnn latnnya (dst) Supia 3541 AA 

4 02.02.01.01.006 kendaraan dnas bennolDr '000003 Honda /Win 100cc Besi 2001 MH1HABA1X1KO HABAE1060370 EA 2996 C No0142716 

perorangan lainnya (dst) 60385 AA 

S 02.02.01.01.006 kendaraan dnas bennolDr ro00004 Honda /Win 100cc Besi 2001 MH1HABA131KO HABAE 1060340 EA 2997 C No 1160537 

pemrangan lalnnya (dst) 60387 AA 

6 02.02.01.01.006 kendaraan dalas bem,olDr 000005 Honda /Win 100cc Besi 2001 MH1HABA191KO HABAE1060375 EA 2998 C No 1160536 

pemrangan lalnnya (dst) 60393 AA 
7 02.02.01.01.006 kendaraan dinas benno!Dr 000006 Honda/Win 100cc Besl 2001 MH1HABA171KO HABAE1060383 EA 2.999 C No 1160535 

perorangan lainnya (dst) 60389 AA 
8 02.0Z.01.01.006 kendaraan d",nas be111101Dr 000007 Handa/Win 100cc Besi 2001 MH1HABA131KO HABAE1060362 EA 3001 C No 1160533 

pemrangan lainnya (dst) 60356 AA 

9 02.02.01.01.006 kendaraan dslas benno!Dr ·ooooos Honda /Win 100cc Bcsl 2001 MH1HABA191KO HABAE1060380 EA 3002 C No 1160532 

percrangan lainnya (dst) 60362 AA 

10 02.02.01.01.006 kendaraan cmas be1111ob:!r 000009 Honda /Win 100cc Besi 2002 "1H1HABA122KO HABAE1066144 EA 3052 C No 3227103 

pemrangan lalnnya (dst) 66MS AA 

27 

Asal Harga l(eterangan 
usul (ribuanRp} 

:l3 24 15 
Pembeian L850,00 Pengadaan 

Mesin Air 
Dinas Pangan 
ICabupaten 
SWllbaWa 

Pembeian 10.500,00 

Pcmbcian 10.soo,oo 

Pembelian 9.500,00 

Pembeian 9.500,00 

Pembelian 9,500,00 

Pembeian 9.500,00 

Pembeian 9.500,00 

Pembelan 9.500,00 

Pembeian 9.450,00 



fib. Kode Barang Jenis Barang f flbmor Merk/ Ukuran Bahan Tahun llbmor Asal Harga K'eterangan 1.3. Nama Barang Register Type I Pem- usul (ribuan Rp) cc belian Rangka Mesin PoliSi BPKB .,. 
:l 2 3 4 5 6 7 B 9 :1.0 .1.Z .1.2 13 .1.4 15 
11 02. 02, 01, 01.006 kendaraan dlnas bennotor '000010 Honda /Win 100cc BeSl 2002 MH1HABA172KO HABAE1066151 EA 3053 C No 3227167 Pembellan 9.450,00 

perorangan lalnny a (dst) 66842 AA 
12 02.02.01.01.006 kendaraan dfnas bermotor 'tl00011 Honda /Win 100cc Bes! 2002 MH1HA BA152KO HA BA E1066194 EA 3485 C No 3227102 Pembellan 9.450,00 

perorangan larnny a (dst) 66810 AA 
13 02. 02.01. 01.006 kendaraan dlnas bennotor '000012 Honda/Win 100cc Besl 2002 MH1HABA182KO HA BA E1066160 EA 3055 C No 3227101 Pembelfan 9.450,00 

perorangan Jalnny a (dst) 66820 AA 
14 02, 02.01.01.006 kendaraan dlnas bermotor '000013 Honda/Win 100cc Besi 2002 MH1HABA182KO HABAE1066148 EA 3056 C No 3227204 Pembelfan 9.450,00 

perorangan lalnny a (dst) 66834 AA 
15 02.02.01.01.006 kendaraan dlnas bennotor '000014 Honda /Win 100cc Besf 2002 MH1HABA192KO HABAE1066152 EA 3057 C No 3227170 Pembelfan 9.450,D0 

perorangan lalnny a (dst) 66812 AA 
16 02.02.01.01.006 kendaraan dlnas bermotor '000015 Honda /Win 100cc BeSI 2002 MH1HABA132KO HABAE1066184 EA 3061 C No 3227120 Pembellan 9.450,00 

perorangan lalnny a (dst) 66823 AA 
17 02.02.01.01.006 kendaraan dlnas bermotor booo15 Honda/ 100cc Bes! 2002 MH 1KEV51X2K01 KEV SE 1012635 EA 3058 C No 3227203 Pembellan 9.600,00 

perorangan lafnny a (dst) Supra V 1887 AA 
18 02.02.01.01.006 kendaraan dlnas bermotor 1!00017 Honda/ 100cc Besl 2002 M H 1KEV 5122KOO KEV SE 1008933 EA 3059 C No 3227202 Pembellan 9.600,00 

perorangan lalnny a (dst) Supra V 8n3 AA 
19 02.02.01.01.006 kendaraan dlnas bermotor '1100018 Honda/ 100cc Besi 2002 M H lKEV 5132K01 KEV SE1014098 EA 3060 C No 3227169 Pembellan 9.600,00 

perorangan lalnny a (dst) Supra V '1050 AA 
20 02.02.01.01,006 kendaraan dlnas bermotor '000019 Honda /Wln 100cc Besl 2003 MH1HABD113KO HABDE1003790 EA 3224 C No6973633 Pembelian 9.761,00 

perorangan larnny a (dst) 03796 AA 
21 02.02.01.01,006 kendaraan dlnas bermotor mooo20 Honda /Win 100cc Besl 2003 M H 1HA BO 163KO HABDE1005910 EA 3225 C No 6973651 Pembelfan 9.761,00 

perorangan lalnny a (dst) 04670 AA 
22 02.02,01.01.006 kendaraan dfnas bennotor '000021 Honda /Win 100cc Besi 2003 MH1HABD163KO HABDE1003503 EA 3226 - Pembeilan 9.761,00 

perorangan lalnny a (dst) 03695 AA 
23 02.02.01.01,006 kendaraan dlnas bennotor '000022 Honda /Wln 100cc Besi 2003 MH1HABD183KO HA BDE 1005896 EA 3228 C No 6973635 Pembellan 9.761,00 perorangan rarnnya (dst) 04685 AA 
24 02.02.01.01.006 kendaraan dfnas bermotor '000023 Honda /Win 100cc Besi 2003 MH1HABD153KO HABDE1005897 EA 3229 C No 6973634 Pembeflan 9.761,00 perorangan lafnnya (dst) 04689 AA 
25 02.02.01.01.006 kendaraan dlnas bermotor '000024 Honda /Win 100cc Besl 2003 MH1HABD163KO HABDE1005870 EA 3230 C No 6973656 Pembellan 9.761,00 

perorangan lalnnya (dst) 04653 AA 
26 02.02.01.01.006 kendaraan dlnas llermotor ·lJ0002s Honda /Win 100cc Besl 2003 MH1HABD113KO HABDE1005882 EA 3233 C No 6973652 Pembelfan 9.761,00 

perorangan lalnnya (dst) 04687 AA 
27 02.02.01.01.006 kendaraan dlnas bennotor 000026 Honda /Win 100cc Besl 2003 MH1HABD163KO HABDE1005917 EA 3234 C No 6973632 Pembellan 9,761,00 

perorangan lalnny a (dst) 04684 AA 

Ir 
28 



ND. tcode Barang Jenis Barang / Nomor Merk/ Ukuran Bahan Tahun Nomor Asal Harga Keterangan 
1.3. Nama Barang Register Type J Pem- usul (ribuan Rp) 

cc belian Rangka Mesin Palisi BPKB 

J. 2 3 4 5 6 7 s 9 .10 u 12 J.3 .14 J.5 

28 02.02.01.01.006 kendaraan dlnas bermotcr 000027 Honda/ Wln 100cc Besl 2003 MH1HAB0153KO HABDE1011082 EA 3236 C No 6973631 Pembellan 9.761,00 

perorangan lalnny a (dst) 09925 AA 
29 02.02. 01.01.006 kendaraan dlnas bermotor 000028 Honda /Win 100cc Bosl 2003 MH 1HABD113KO HABDE1011062 EA 3237 C No 6973630 Pembellan 9.761,00 

perorangan lalnny a (dst) 09937 AA 
30 02.02. 01.01.006 kendaraan dfnas bermolX>r 000029 Honda/ 100cc Besl 2003 M H1KEV9163Kl2. KEV9E1127890 EA 3227 C No 6973653 Pembellan 10.685,00 

perorangan lalnny a (dst) Supra 7955 AA 
31 02.02.01.01.006 kendara11n dlnas bermotor 000030 Honda/ 100cc Besl 2003 MH1KEV9143Kl2 KEV 9 E 1128952 EA 3231 C No 6973655 Pembelian 10. 685,00 

perorangan lalnny a (dst) Supra 9428 AA 
32 02.02.01.01.006 kendaraan dlnas bermotcr 000031 Honda/ 125cc Bes! 2006 M HJJB4JJ86K052 JB4JE1052296 EA 3333 D No 9093005 Pembellan 13.000,00 

perorangan lalnny a (dst) Supra 125 965 AA 

33 02.02.01.01.006 kendaraan dlnas bermotcr 000032 Honda/ 125cc Besl 2006 M HJJB4JJ76K052 JB4JE1051567 EA 3334 D No 9093006 Pembellan 13.000,00 
perorangan lalnnya (dst) Supra 125 195 AA 

34 02.02.01.01.006 kendaraan dlnas bermotcr 000033 Honda/ 125cc Besl 2006 M HJJB4JJ86K052 JB4JE1051688 EA 3335 D No 9093004 Pembetlan 13.000,00 
paror.ingan lalnnya (dst) Supra 125 397 AA 

35 02.02.01.01.006 kendaraan dlnas bermotcr 000034 - 1298 Beal 2011 MHKV1BA2JBK1 DJ35059 EA 1835 1-04\700379 Pembetlan 145.550,00 Mobil Roda 4 

perorangan lalnnya (dst) 14898 AA Xenia 

36 02.02.02.01.002 Gerobak Dorong 000001 s/d . 2014 Pembelian 2.000,00 
000002 

37 02.03.01,07.001 M esln Jahlt Terpal 000001 New Long/ 2015 Pembellan 2,500,00 
7A 

38 02.03.03.10.002 Tlmbangan Meja Capasltas 000001 Henherr / 2014 Pembellan 3.375,00 
10Kg Digital 

39 02.04.01.02.007 Penyemprot Tangan (Hand ·000001 Knapsack Campur 2017 Pembellan 1. 500,00 Pengadaan 

Sprayer) Sprayer an hand sprayer 
Dlnas Pangan 
Kabupaten 
sumbawa 

40 02.04.01.03.005 A lat Pengering (Dry er) '000001 Plaslndo / 2014 Pembellan 2.soo,00 
MB423 

41 02. 04.01.07.003 A lat Pengglllng Pad! 000001 s/d - 2015 Pembellan 533.500,00 Mesln 
000005 Pengglllngan 

Padl 

42 02.05,01.01.001 Mesln Ketik Manual 000003 Brother/ 2013 Pembellan 2. 000,00 
Portable (11-13 Ind) 2000 DLX 

43 02.05.01.04.001 t.emarl Besl/Melal 000001 Tiger / 2 2015 Pembellan 2.500,00 
Plntu 

44 02.05.01.04.002 t.emarl Kayu 000001 - Kayu 2013 Pembellan 2.059,80 Lemari Barang ~· 
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l\b, Kode Barang Jenis Barang / l\bmor Merk/ Ukuran Dahan Tahun l'tlmor Asal Harga Keterangan 
1,3. Nama Barang Register Type I Pem- usul (ribuan Rp) cc belian Rangka Mesin Polisi BPl<B 

., 
.1 2 3 4 5 6 7 8 9 :/.0 .1..1 .12 .13 1.4 .1.5 
45 02.05.01.04.002 Lemarf Kayu 000002 s/d - Kayu 2013 Pembellan 3.994,80 LemaliArslp 

000003 Plntu Dorong 
<16 02.05.01.04.004 RakKayu 000001 s/d - 2012 Pembelian 4.260,00 Rak Arslp 

000002 

47 02.05.01.04.005 Filing cabrnet Sesi 000003 s/d Brother 2011 Pembellan B.323,00 
000007 

48 02.05.01.04.007 Brandkas 000001 Dafchlban 2001 Pembelian 3.355,00 
Safe 

49 02.05.01.05.003 Papan Visual/Papan Nama 000001 s/d - Kayu 2011 Pembelian 1.300,00 Papan Struktur 
000002 dan Papan Data 

so 02,05.01.05.003 Papan Visual/Papan Nama 000003 s/d - Kayu 2013 Pembellan 2.268,00 Papan 
000004 Infonnasf 

51 02.05.01.05.005 White Board 000001 . 90x180c Kayu 2011 Pembellan 460,00 Whiteboard 
m gantung 

52 02.05.01.05.012 Mesln Absensl boooo1 Innovation 2013 Pembellan 4.500,00 

53 02.05.01.05.076 Papan Nama InstanSI 000002 - Kayu 2014 Pembellan 2.500,00 

54 02.05.01.05.076 Papan Nama Instansl 000003 . 2014 Pembellan 2 .500,00 

55 02.05.01.05.076 Papan Nama Instansl 000004 - Besl 2019 Pembelian 1.340,72 Belanja Papan 
Nama 
Sekretarlat 
Dewa 
Ketahanan 
Pangan TA.209 

56 02.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 000001 -/Take 2014 Pembellan 1.'100,00 
WoodJatl 

57 02.os.02.01.003 Kursl Besl/Metal 000001 s/d Chitose I 2014 Pembellan 1.100,00 
000002 N/A 

58 02.05.02. 01.008 Meja Rapat 000001 s/d 
000004 

- 2011 Pembelian 4.956,00 

59 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro lloooo2 - Kayu 2001 Pembellan 1.529,00 

60 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro flooo21 - 2008 Pembelian 2.500,00 Meja dan Kursl 
Biro Jatl 

61 02.05.02. 01.024 Meja 1/2 Biro 000022 s/d . 2008 Pembellan 16.500,00 Meja dan Kursl 
000031 1/2 Biro Jatl 

Ir 
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ND. Kade Barang Jenls Barang / Nomor Merk/ Ukuran Bahan Tahun Nomor Asal Harga Keterangan 
1.3. NaimaBarang Register Type I Pem- usul (ribuan Rp) cc belian Rangka Mesin Polisi BPl<B 

.1. 2 3 4 5 6 7 s 9 .z.o :t:I. .1.2 .Z.3 .1.4 15 
62 02,05.02.01.024 Meja 1/2 Bfrc, 000032 s/d - 2011 PembeOan 4.199,20 Meja 1/2 Biro 

000035 
63 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Blrc> 000036 s/d . Kayu 2017 Pembenan 13.236,87 Meja Pejabat 1 

000039 Jatl Biro Dlnas 
Pangan 
Kabupaten 
Sumbawa 

64 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro 000040 s/d . Jati 2017 Pembenan 5.052,47 Meja 1/2 Biro 
000042 Dlnas Pangan 

Kabupaten 
Sumbawa 

65 02.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro 000043 - Kayu 2011 Pembellan 981,20 Meja Biro 
66 02,05.02.01.030 Kun.I Rapat 000001 s/d Gajah Mas Best 2011 Pembellan 13.320,00 

000072 
67 02.05.02.01.031 Kur:sf Tamu 000001 s/d . Besl 2018 Pembellan 3.363,34 Pengadaan 

000002 Kursl Tunggu 4 
Dudukan Dlnas 
Pangan 
Kabupaten 
Sumbawa TA. 
2018 

68 02.05.02.01.031 KurslTamu 000003 - 200B Pembellan 4.500,00 Kursl Tamu Jatl 
69 02.05.02.01.036 Kur:sl Upat 000001 s/d Chlloi;e / 2015 Pembellan 14.100,00 

000030 HNN 
70 02.05.02.01.039 Meja Komputer 000001 s/d Olympic Kayu 2006 Pembellan 4.500,D0 

000005 
71 02.05.02.01.048 Sofa 000001 - Kayu + 201B Pembelian 11.929,00 Pengadaan 

Busa Kursl Sofa 
Ruang Kepala 
Dlnas Pangan 
Kab. Sumbawa 
TA. 2018 

72 02.os.02.03.001 Mesln Penghlsap 000001 Electrolux Campur 2017 Pembel!an 3.000,00 Pengadaan 
Cebu/Vacuum Cleaner an Vacum Cleaner 

Dlnas Pangan 
Kabupeten 
Sumbawa 

Ir 
73 02.05. 02.03.003 Mesln Pemoi:<mg Rumput 000001 - 2015 Pembellan 3.525,00 

31 



No. Kade Barang Jenis Barang / Nomor Merk/ Ukuran Bahan Tahun llbmor Asal Harga Keterangan 1.3. NamaBarang Register Type I Pem- usul (ribuan Rp) cc belian Rangka Mesin Polisi BPKB 
:I. 2 3 4 

II" 

5 6 7 8 9 :J.O .u :J.2 .13 :1.4 :LS 
74 02,0S.02.04. 001 l.emari Es 000001 LG /GN- 2015 Pembellan 2.800,00 

V191RP 
75 02.05.02.04. 003 A.C. Window 000003 s/d Panasonic 2006 Pembellan 36.000,00 000004 
76 02.05.02.04.003 A.C. Window 000005 s/d Panasonic 2008 Pembellan 16.SOO,OO 

000006 
77 02.0S.02.04.004 A.C. Split 000001 Uchida/ lPK 2011 Pembellan 4.600,00 

Split 
78 02.05.02.04.004 A.C. Spilt 000002 s/d polytron besl 2017 Pembelfan 10.824,00 AC spilt Dlnas 000004 c:ampura Pangan 

n 
Kabupaten 
Sumbawa 

79 02.05.02.04. 004 A.C. Spilt 000005 Polytron / campura 2018 Pembellan 3.537, 31 
PAC 0SVX n 

80 02.05.02.04. 006 Klpas.Angln 000006 s/d Masplon 2011 Pembellan 1.800,00 
000008 

81 02.0S.02.06. 002 Televls! 000001 Sharp/ LC- Campur 2018 Pembellan 3.88S,24 Pengadaan 32l.E18S1 an 
Te/av Isl 32" 
Dlnas Pangan 
Kab. Sumbawa 
TA. 2018 

82 02.0S.02.06.008 Sound System '000001 Ampll CJ- 2011 Pembellan 5.000,00 
9600 / 

Salon CS 
450V MKI! 

Gennany 
83 02.05.02.06.018 Unit Power StJPply 000001 s/d - 2011 Pembellan 1.332,00 PSU Slmbadda 000003 

84 02.os.02.os.032 Tfang Bendera ~00001 - Besl 2018 Pembellan 2.000,00 Belanja Tlang 
Bendera + 
Plringan Dlnas 
Pangan TA. 
2018 

85 02.05.02.06.039 M Im bar/Podium boooo1 - 2013 Pembellan 3.500,00 
86 02.os.02.06.048 Handy Cam 000001 Sony/ 2014 Pembelfan 5 .300,00 HDR 

Ir 
87 02.05.02. 06. 059 Gordy In/Kray 000001 s/d - 2013 Pembel!an 9.950,00 000020 
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No. Kode Barang Jenis Barang / llbmor Merk/ Ukuran Bahan Tahun Nomor Asal Harga Keterangan :1..3. N3ma Barang Register Type I Pam- usul (ribuan Rp) cc belian Rangka Mesin Polisi BPKB 
:l 2 3 4 5 6 7 B g :to .t:l 12 :13 .14 :15 
88 02.05.02.07.001 A lat Pemadam/Portable 000001 Prima Bes.I 2017 p.,mbellan 2.500,00 Pcngadaan 

Tabung Gas 
Pemadam 
K"bakaran 
(A lat 
Pemadam 
Kebakaran) 
Dlnas Pangan 
Kabupaten 
Sumbawa 

B9 02.05.03.01.008 Meja Kerja Pegawal Non 00D001 s/d - 2011 Pembellan 5.197,50 
Struktural 000005 

90 02.05.03.03.005 Kursl K.,rja p.,jabat Eselon 000001 s/d - Campur 2018 Pemb<!llan 4.407,14 Pengadaan II[ 000002 an Kursi Eselon 
IU Olnas 
P,mgan Kab. 
Sumbaw.i TA. 
2018 91 02.05.03.03.006 Kursl Kcrja Pejabat Eselon 000001 s/d Vertuu 2011 Pembellan 10.335,00 IV 000004 

92 02.05.03,03. 006 Kursl Kerja Pejabat Eselon lJ000OS TELK 2011 Pembellan 1.089,00 IV TENSION 
93 02.05.03,03.006 Kursl Kerja Pejabat Eselon 000006 s/d - Campur 2018 Pemb<!llan 20.875,91 Pengadaan IV 000017 an Kursr Eselon IV 

DJnas Pangan 
Kab. Sumbawa 
TA. 2018 

94 02.05.03.06.005 Kursl Tamu di Ruangan '000001 - 2012 Pembellan 2.330,40 Kursi Sofa 
Pejabat Es.,lon III 

95 02.06.01.01.022 Telephone Hy brfd 'tl00003 SHARP/ 2011 Pembellan 1.90D,OO 
Telephone 
+ FaximUe 

96 02.06.01.01.036 Mlcrophone/Wlrclcss MIC '000001 Kenwood/ 2015 Pembellan 1.175,00 
KLX 8.0 

97 02.06.01.01. 048 U nlnterrupllble Pow er 000001 s/d Prollnk 2012 Pembellan 1.340,00 UPS / StablUzer Supply (UPS) 0000oz 
98 02.06.01.01.048 Unlnterrupllble Power '000005 ICA / 2015 Pcmbellan 4.185,00 

Supply (UPS) CT1082B 
99 02.06.01.01.048 Unlntemiptlble Power ltlD0006 ICA CE Bes! 2017 Pembellan 1.500,00 UPS ICA CE SUpply (UPS) Campur 1200 Dlnas 

an 
Pangan 
kabupaten 

It- sumbawa 
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l\b, Kode Barang Jenis Barang / ~mor Merk/ Ukuran Bahan Tahun Nomor Asal Harga Keterangan 
1.3. Nama Barang Register Type I Pem- usul (ribuan Rp) cc belian Rangka Mesin Polisi BPl<B .. 

:1.0 :1.2 :1.3 :I. 2 3 4 5 6 7 B 9 .u. J.4 :1.5 
100 02.05.01,02.003 Camera Electronic toooo2 Sony 2011 Pernbelian 2.400,00 Kamera Digital 

Cybershoot 
/DSC· 

101 02.06,01.02.003 camera Elec:tronfc ll00003 Canon/ 2014 Pernbellan 6.864,00 
EOS 600D 

102 02,06.01.02.105 Layar FIim/Projector ll00003 BenQ / 2013 Pembelian 9.600,00 
MX613ST 

103 02,08,01.41.100 Generator llOOOOl - Plast!k 2018 Pembelian 6.000,00 Belanja 
+ Baja rnstalasl 

Hldroponlk 
Dlnas Pangan 
TA, 2018 

104 02.08.01.41.100 Generator ll00002 . Campur 2019 Pembellan 6.200,00 Instalasl 
an H ldroponlk + 

Honorartum 
TA. 2019 

105 02.08.01.41.100 Generator 000003s/d . Campur 2019 Pembeflan 12.400,00 Be lanja 
000004 an Instalasl 

Hldroponlk + 
Honoralium 
TA. 2019 

106 02.08.01.49.009 Dlgftal Thermometer ·boooo1 Hygrometer 2014 Pembellan 600, 00 
/ Digital 

Therrnomet 
107 02.10.01.02.001 P.C Unit '000007 Intel /Core 2011 Pembellan 12,375,00 Komputer 

13 ASUS 
108 02.10.01.02.001 P.C Unit '000008 Intel/ Core 2012 Pembelian 9.922,00 

13 
109 02.10.01.02.001 P.C Unit boooo9 HP/ 

Pavlllon 
2013 Pembellan 8.000,00 PC Bulld Up 

110 02.10.01.02.001 P.C Unit 000010 Intel/ Core 2015 PembeUan 6.020, 00 
13 

111 02.10.01.02.001 P.C Unit '000011 Slmbada Besl 2017 Pembellan 6,500,00 KomputerPC 
campura Dlnas Pangan 

n Kabupaten 
Sumbawa 

Ir 
112 02.10.01. 02.002 Lap Top '000003 Toshiba 2005 Pembellan 13.404,00 
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No. l<ildeBarang Jenis Barang / Nomor Merk/ Ukuran Bahan Tahun Nomor Asal Harga Keterangan 
1.3. l'&ima Barang Register Type I Pem- usul (ribuan Rp) cc belian Rangka Mesin Palisi BPKB 

.1 2 3 4 s 6 7 B g :I.O :l.:I. .12 :l.3 :14 .15 
113 02, 10.01.02.002 Lap Top t'o00004 Sony 2011 Pembellan 17.600,00 

114 02.10.01.02.002 Lap Top roo000s Toshiba 2012 Pembellan 8.971,50 

115 02.10.01.02.002 Lap Top 000006 Lenovo/ 2014 Pembellan 7.500,00 
B490 

116 02.10.01.02.002 Lap Top rooooo7 t..e,novo/ 2014 Pembellan 13.596,00 
ThlnkPad 
Edge E440• 

117 02, 10.01.02.002 Lap Top 000008 s/d Asus Campur 2017 Pembellan 29.972,BO Pengadaan 
000009 Notebook an laptop Dlnas 

A456UQ Pangan 
Kabupaten 
S umbawa 

118 02.10.01.02.002 Lap Top 000010 Lenovo 2014 Pembellan 9,993,50 Pengadaan 
Thlnkpad laptop 
E431·IPO 

119 02.10. 01.02.002 Lap Top roooo11 Asus Campur 2017 Pembellan 14.986,40 Pengadaan 
Notebook an Laptop Dlnas 
A456UQ Pangan 

Kabupaten 
Sumbawa 

120 02.10.01.02.002 Lap Top 1)00012 Asus Campur 2018 Pembellan 14.903,00 Pengadaan 
A442U an Laptop Olnas 

Pangan 
Kabupaten 
Sumbawa TA. 
2018 

121 02.10.01.02.003 Note Book 000001 Lenovo/ 2014 Pembellan 4.700,00 
S215 

uz 02.10,02.01.012 Hard Disk 11100002 ~ Campur 2018 Pembellan 3.000,00 Pengadaan 
an Hardlsk 

Ekstemal Dlnas 
Pangan Kab. 
SumbawaTA. 
2018 

123 02.10.02 .03.001 CPU (Peralatan Personal 000001 s/d Intel/ Dual 2012 Pembellan 7.744,00 
Komputer) 000002 Core 

124 02.10,02,03.002 Monitor 000001 s/d Samsung/ 17" 2007 Pembellan 15.500,00 
000002 SyncMaster 

740N 
125 02.10.02.03.002 Monitor 000004 s/d Samsung/ 19° 2012 Pembellan 3.668,50 

000005 SA 100 

Ir 
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No. KDdeBarang ;Jenis Barang / Nomor Merk/ Ukuron Bahan Tahun INc>mor Asal Harga Ket:erangan 
1,3. Nllma Barang Regist:er Type I Pem- QSUI (rlbuan Rp) cc belian Rangka Mesin Polisi BPl<B 

:t, 2 3 4 5 6 7 B g .%0 :t,:t, :Z2 .:Z.3 .:Z4 15 
126 02.10.02.03.002 Monitor '000006 Samsung/ 2015 Pembellan 2 .000,00 

S200300 
127 02.10.02.03.003 Pr1nter (Pera Iatan Personal 000001 s/d Epson 1.360 Plastlk 2017 Pembell,m 6,000,00 Printer Epson 

Komputer-) 000002 Campur 1.360 Olnas 
an Pangan 

Kabupaten 
Sumbawa 

128 02. 10.02,03.003 Pr1nti!r (Peralatan Person<1l '000003 Epson 1.360 Campur 2017 Pembellan 3.000,00 Pengadaan 
Komputer-) an Pr1nter O lnas 

Pangan 
Kabupaten 
Sumbawa 

12!> 02, 10. 02.03,003 Printer- (Peralatan Personal 000004 Epsonl.385 Campur 2017 Pembellan 3,650,00 Pengadaan 
Komputer-) sain win an Printer O lnllS 

Pangan 
Kabupaten 
sumbawa 

130 02.10.02.03,003 Printer- (Perz,latan Pon;onal 1JOOOOS Epson U20 Campur 2018 Pembellan 2,319,00 Pengadaan 
Komputcr) an Prlnt>cr D ina!> 

Pangan TA. 
2018 

131 02.10.02.03.003 Printer (Peralatan Perrona1 000007 s/d Canon/ 2013 Pembellan 6,000,00 Printer + Infus 
Komputcr) 000011 MP237 

132 02.10.02.03.003 Pr1nter (Perall!ltan Personal 000012 s/d canon/ 2014 Pembcllon 6.soo,oo 
Komputcr) 000016 MG2570 

133 02.10.02.03.003 Printer (Peralatan Perronal '000017 EpsoR/ 2015 Pembellan 2.8so,oo 
Komputer) 1220 

134 02.10.02.03.004 Scanner (Peralatan '000001 Panasonic: Campur 2017 Pembellan 25.420,00 Pengaadaan 
Personal Komputer) KV·SlOlSC an Mesln Scaner 

+ Honorarium 
PeJabat 
Pembuat 
Komltmen + 
PeJabat 
Pengadaan dan 
PeJabat 
Penerfma H l!lsll 
Pckerjaan 
Dlnas pangan 
Kabuparen 
sumbawa 

135 02.10.02.03.018 Peralat:Zln Personal 000001 s/d . Campur 2018 Pembelllln 952,60 BelanJa M ouse 
l<omputer l!llnnya 000002 an Wireless D lnas 

Pangan TA. 
2018 

~ 
.Jumlah Harga 1.G-49.734,19 
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Ir 

n • Provlnsl 

Kab./~ta 
: PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 
: PEMERINTAH KABUPATEN SUMMWA 

Bidang : Bi:lang Pertimian 
Unit Organlsa&I : Di'las Pangan 

SubUnit 

UPB 
: Di'las Pangan 

: Dilas Pangan 

Ml.lCDDE : 12.15.06.11.06.01.01 

Nomor 
N:J Jenill Barmiig / 

Nillma Bar.mg Kodo n .. r,1 ... 
n■r■nq blr 

:&.3. 

1 2 3 4 
1 Bangunun Galung Ka.-- 03.0LOL.D1.DOJ 000002. 

Penmmen 

2 llllngUNtn Gcdung Kam,.,,- la3.01.0L,01,00: OODD01 
l.alrt-1:iln 

3 Bangunun Gudllng 103.0LOl,02.lllll ~1 
Tcrtutup Permanen 

" Bangun:,n Glldonp W.OLOl,02.00l 000002. 
Tcrtulup Pc,nnanen 

5 Bangumn Guclong W.01.0L,02.00J llOOID3 
Telt!Jluµ Pennanen 

Kondlsl 
bllllQUCIIIR 
(B,KB,RD) 

5 
Ball< 

Blllle 

Balk 

Balle 

Balle 

PEMERJM'AH KABUPA"IEN SUMBA.WA 

REKAPI'IULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C 
GEDUNG DAN BANGUNAN 

Luas 
Kilnstrufcsl Bangunan L.ontai Dokunen Gedung 

Letak/lakasi (M2) lams 
krtlngkat: IICJbln/ .Alamat Tanah 

/Tldak Tld■k 
Tanggal Nctmor (M2) 

6 7 8 9 10 tt 12 

Tlchk - Jin. Bungur No. 7 5"'1UI 2010'I/Z018 l!Zl/1.78/Dlsf,'an/ 
SumbawaBcsar 2018 

EMPANG 

AIAS 

MOYO HlllR 
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Status N:lmor Asal Harga ke.b:r.mgan 
Tanah K'od!!I Usul (ribuanRp) 

Tanah 

13 14 16 17 
Pembc., 1.178.225,00 
n 

Pembda 80.175,9L Pcmbongunan 
n Tempnt Parltlr 

+ Bbyo 
Pert=l'ICZHli.'lf:m 

Tempat Pnrl<lr, 
WC, Pasang 
TCllll+ Blayn 
Pc:ni,,wU5Un 
Tcmpat Pnrl<lr, 
we danPasano 
Terd + Dllly11 
Pcnu::l!liurunn 
Tempat Parltlr 
+ Honorarium 
PPK, P'1fnmt 
Pengadnnn <Ian 
PonlliJ 
p-,,,11 Hll:ill 
Pekejaan 
Dln.isPar,a;,n 

Po:mbclllJ 52.000,00 WMBUNG 
n PANGAN 
Pt::mbclal "IS.472,02 WMBUNG 
n PANGAN 
Pcmbcia 38.988,00 WMBUNG 
n PANGAN 



Kondlsl 
Luas 

Nomor l<onstruksiBangunan Lantai Dokumen Gedung 
Jenls Barang / bangunan 

(M2) Letak/lakasi Luas Status Nomor Asal Harga keterangan No, Hilma Barang Koda Rcigla• (B,KB,RB) 
Bl!rtlngkat Baton/ Alamat Tanah Tanah Kade Usul (ribuan Rp) B11ran11 tor /Tldak Tldak 

Tanggal llilmor (M2) Tanah 1,3, 

1 2 3 4 s 6 7 B 9 10 11 12 13 14 16 17 6 Bangunan Gudang l03.01.0l.D2.0Dl OOOOO<t Balk MOYO HIUR Pcmbclia 52.576,00 L!JMBUNG Tcrtutup Pcrmancn 
n PANGAN 7 Bangunan Gudang b3.01.01.02.001 000005 Balk PLAMPANG Pembella 53.165,50 WMBUNG Tertutup Pcrmanen 
n PANGAN B Bangunan Gudang 103 .01.01.02.00 000006 Balk WNYUK Pembclia 53.165,50 L!JMBUNG Tcrtu!up Pcrmanen 
n PANGAN 9 Bangunan G udang 103.01.01.02.001 000007 Balk IAPE Pembella 53,165, SO WMBUNG Tcrtutup Permanen 
n PANGAN 10 Bangunan Gudang b3.0l,01.02.00: 000008 Balk ALAS BARAT Pcmbclia 53.165, SO UJMBUNG Tertutup Pcnnanen 
n PANGAN 11 Bongunan Gudang i03.01.01.02,00l 000009 Balk MOYO UTARA Pembclla 37.618,75 UJMBUNG Tertutup Pennanen 
n PANGAN 12 B11ngunan Gudang 03,01,01.02.00l 000010 Balk UNTIR !WIS Pcmbcll3 37.648,75 UJMBUNG Tcrtutup Pennanen 
n PANGAN 13 Bangun:in Gudang 03.01,01.02.001 000011 Balk LAB BADAS Pcmb<,IJa 37.6'18,75 WMBUNG Tertutup Pennanan 
n PANGAN 14 Bangunan Gudang 103.01.01,02.00l 000013 Balk Mamo Kac. lopok Pcmbelia 43.751,00 WMBUNG Tertu!up Pcnnanen 
n PANGAN 15 Bangunan Gudang l.aln•laln 103.01.01.02.014 000001 Balk 11dak Bcton BallJ Lanteh Pcmbclla 89.650,00 wmbung (dst) 
n Pangan+ 

Lantal Jemur 16 Ban9unan Gudan11 l.aln-laln !03.01.01.02.01• 000002 Balk Tldak Beton Sepayung Pembclla 89.460,00 Lum bung (dst) 
n Pangan + 

Lantal Jemur 
17 Bangunan Gudang l.aln-laln 103.01.01.02.01• 000004 Balk Tldak Beton Marente Pemb<,lla 89.529,00 Lum bung (dst) 

n Pangan + 
I.Jlntallemur 18 Bangunan Gudang Lain-lain 03.01.01.02.01~ 000005 Balk Tldak Betan 216 Kee:. Labuhan Badas TanahMUik Pembclia 478.'127,00 Gudang (dst) 

Pemda n Cadangan 
Pangan 
Pemcrlntah 

19 Bangunan Gudang l.aln·laln 03,01.01.02.01~ 000006 Balk Tldak Betan Kee. Moy o Hmr Pembelia 100.185,13 Lumbung (dsl) 
n Pangan+ 

Lantal lemur 20 Bangunan Gudang Laln•laln 03.01.01.02.0ll 000007 Balk Tldak Belon Kee. Labangka Pembelfa 95.420,58 Lumbung (dst) 
n Pangan+ 

fr 
I.Jlntal Jcmur 21 Bangunan Gudang Laln~aln ~3.01.01.02.01' 000012 Balk Tldak Bcton Kee. Unter lwes Pembclla '16.654,63 l.antal Jemur (dst) 

n 
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Kondl•I 
l.uqs 

Nomor KonstrukslBangunan I.ante! Dokumen Gedung 
Jenls Barang / banpunan 

(M2) Lcl:ak/1..okasl Lua11 Sti!ltu:s Nomor Asel H.arga ketemngan No, Namo lktning Kode RDgla· (B,KB,RB) Bartlngknt Seto11/ Alamat Tanah Tanah Kade Usu! (rlbuan Rp) 
Barang t;.,r /Tldnk Tldak Tanggal Nomor (M2l T•mah 

1.3. 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 
22 Bangunan Gudang Laln·laln !)3.01.01.02.014 DDOOL3 Balk Tidak Bebm Kee. A I•• Bar•t Pembcli.:> -16.624,63 La ntal lemur 

(dsl) n 
;!3 Bangunan Gud:lng Lain-lain p).01.01.02.014 DOOUG Balk Pembelll 179.874,40 Lumbung 

(dst) n Pangan+ 
Lantal lemur 
Desa Ledang 
Kee. Lenonoguor 

2'1 Banounan Gudang Laln-laln p3.0l.01.02.D14 000017 Balk Pembclb 113.816,90 Lumbung 
(dst) n Pangan+ 

Lantal lemur 
Dusun HUrah 
Boru OCSb Usar 
Mopln Kee. Alos 
Barz,t 

25 eangunar, Gudang Loin-bin p3.01.01.02.01 000018 Balk Pcmbella 113.872,80 lumbung 
(dst) n Pangan+ 

Lantat Jemur 
De"' Sepulcur 
Kee. IJlntunn 

26 Bongunan Gud:lng Laln•laln lll,01.01.02,0ll 000021 Balk Pembella 113.816,90 lumbung 
(dst) n Panoan + 

Lontal lemur 
Desa Rhee Loka 
Kee. Rhee 

27 Bongunan Gudong Loln-lilln 03.01.01.02.014 000022 Balk Pembella 113.871,SO lumbuno 
(dsl) n Pnngar, • 

Lantal lemur 
Desn Pldang 
Kee. Tarano 

28 Bangunan Gudang l.llln-laln 03.D1.01 ,02.014 ·11110023 Balk Pcmbella l13.&16,90 Lumbuno 
{dst) n Pangan -+ 

lontal lemur 
OOS<IStcwe 
Brang Kee, Uton 

29 Bangunon Gud,ng Llllr>-laln 03.01.01.02,01' 000024 Bolk Pembclla 42,381,00 La ntal lemur 
(dsl) n Des• Olat 

Rawa ICcc. 
30 Bangunan Gudang Laln-laln !)3.01.01.02,014 000025 BIik Pembclla 4 2389,00 IJlntalJcmur (dsl) n Deso Matill K ee. 

Mayo HIRr 
31 BrrnCjunan Gudang Loin-lain pJ.01.01.02.01, 000026 Balk Pembclla 56.423,0D Lantal Jcmur (dst) n Dcsn Bunga EJn 

Kee, Empano 
32 Bangunan Gudang Laln-taln 03.01.01.02.01' 000027 Bolk Pcmbclla 4 2,388,00 IJlntal Jcmur 

(dst) 
" Deso HUnih 

k-
Kco. lJlpc 

33 Bongunan Gudang Lnln•laln p3.01.01.02.01 000028 Balk Pcmbclll 50.000,0D 
(d,t) n 
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Kondl•I 
LUas 

Nomor Konstruksl Bllngumm Lantal Dokumen Gedung 
Janis Bllrang / bangunan 

(M2} Letak(Lok11sl I.Uas status Nomor Asal H11rga keterangan 
lib. l'ama Barong Kodo Ragl1• (B,KB,RB) Bortlngkat Baton/ Alamat Tanah Tanah Koda Usul (ribui:m Rp) 

Barang tor / Tldak Tldak Tanggal llbmor (M2l Tanah 
:1.3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 
34 Bunguran Gudang lain-bin µl,01.01.02,014 000030 Balk Be1'>n De"' Juru Mopln Ke<:. Buer 03/08/2016 09937 Pembella 129.509,80 UlmbUJ1g 

(dst) n Pangan+ 
Ulnb!IJemur 
DcsaJu,u 
Mapln Kee. 
Buer• 
Penencnnann 

35 Bongunan Gudan11 Lain-bin 03.01,01,02.014 000031 Bolk Belon DU$Un Polo Pedu Deso Rhe• 09934 Pembc:lla 129.514,80 LUmbung 
(dst) Kee. Rhee n Pangan+ 

Lanml Jemur 
Dusun Poto 
Pedu Deso 
Rhee Kee, Rhee 
+ Perenc:amum 
don 
Peng21wasnn 

36 Bangurnin Gudang Ulln-loln µ3,01.01,02,014 roooo33 Balk Belon De.. SongkDr Kee. Moyo 03/08/2016 08939 Pembella 129,476.80 Lumbung 
(dst) Utan, n Pangan+ 

Lontal lemur 
DesaSongkDr 
Kee. Moyo 
Ublra + 
Pcrencenaan 
don 
Pcngawnsan 

37 Bangunon Gudang laln-laln '13,01,01,02,014 000034 Balk Belen Don Luor Kee. Alas 03/08/2016 08941 Pembclla 44.755,00 lantel Jemur 
(dot) n Dcsn L.uar Kc,;. 

Alas 

38 Bangun;,n Clludang Laln·laln 03,01,01,02.014 000035 Bnlk Beton Dcsa Pcnya~no Kee. Novo 03/08/2016 08985 PcmbcUa 44,7'19,00 Lllntal Jemur 
(dst) Umr., n D= Pcnva~no 

Kee. Mayo 

39 Gedung Pos Jag,i 03.01,01.13.001 000001 Balk Tldllk Belon 2-1 Kee. Ulbuhan Bodas TanahMllk Pembcna 162,965,00 Pembbngunan 
Pennnnen Pemda n Rumah Jaga ulk 

men,imbah 
faslQtu Gudang 
Cadangan 
Pangan 

'10 Bangunan l.ant:Jl Jcmur 03.01.01.25.00i 000002 Balk Tldnk Belon 100 Desa Sukamulla Kccamntan 17/03/2017 S.7/131/DlsJ)On/ Pembclfa 44.531,01 Pembongu1111n 
Lllln-laln (dst) Lnbangka 2017 n lanll!I Jemur 

Desa Sukamulla 
Keaimatan 
labangka 

'11 Pagar Permencn 03,04.01.04.001 000002 Balk Tidak Tidak 47 Jalnn Bungur No.7 Sc,mu Pembeffa 2 ,750,00 
Sunbawa n 

Jt-1 
Jumlah Harga 4 .524.038,93 

40 



Provinsi 

Kab,/Kota 

Bilang 

Unit Q-gan£sasl 

Sub Unit 

UPB 

: PROVINS! NUSA lENGGARA BARAT 

: P.EMBUNTAH KAOOPAlEN SUMBAWA 

: BidallJ Pert.arian 
: DilasPangan 
: !XnasPangan 
:DilasPangan 

N>..KODELOKASI : 12.15.06.11.06.01.01 

rt,. Jenis Barang / Nomor lonstruksi 

NamaBarang 
Kode Regis-

Harang ter 
1.3. 

I 1 3 4 5 
1 Ba11!1J11i!n Mandi Cud P4.02.ffi.OS.001 000001 

Kakls(MCK) 
z Jaringan Samboogan Ke D4.04.01.04.00l 000001 

Rumah Kapasi!as Kedl 
3 Jaringan Disbibusi t.lfn-lail 04.04.112.02.~ 000001 

Ir-I 

Panjan lebar 
g (M) 

(Km) 

6 7 
0 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 

KARlU INVENTARIS BARANG (KIB) D 
JALAN, JRIGASI DAN JARINGAN 

luas Dokumen 
(M2) Letak/Lokasi Status 

Alamat Tanggal Nomor Tanah 

8 g 10 11 11 
01J01/l900 
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rt>mor 
Kade 

Tanah 

13 
00.00.00.00.000. 

0000 

Jumlah Harga 

Asal Harga Kondisi Keterangan 
usul (n"buanRp) (B, KB1 

RB) 

14 15 16 17 
Pembelian 17.563,00 Baik 

Pembelian 800,00 Baik Jaringan Afr 
POAM 

Pembelian 3.000,00 Baik Tambahdiiya 
6strik 10.000 VA 

21,363,00 
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Aset pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten S umbawa adalah 

aset yang diperoleh melalui APBD Kabupaten Sumbawa dan Aset Milik 

Negara dari Program PIDRA (Participatory Integrated Development in 

Rainfed Areas). 

2.2.3. Unit Kerja 

Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki Unit Usaha yang mendukung 

ketahanan pangan. Hal tersebut dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Sumbawa itu sencliri tidak merniliki jaringan hingga ke tingkat 

kecamatan untuk dapat di bentuk unit usaha. 

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan 

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 

Tahun 2021 - 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program 

pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan merupakan landasan dan 

pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun 

tersebut. Pengukuran kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat 

capaian dari target yang telah ditetapkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan 

kinerja masing-masing program. 

Ketahanan Pangan mencakup tiga aspek penting yang dapat digunakan 

sebagai indikator pencapaian standar pelayanan bidang ketahanan pangan 

yaitu: 

1. Ketersediaan yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk 

memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah maupun mutunya 

sertaaman, 

2. Distribusi pangan adalah pasokan yang dapat menjangkau keseluruh 

wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga dan, 

3. Konsumsi pangan adalah setiap rumah tangga dapat mengakses 

pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang 

beragam, bergizi clan seimbang serta prefrensinya. 

Adapun Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 - 2020 dan pencapaian target 

\r kinerja sebagai berikut: 
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Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketabanan Pangan tahun 2016-2020 

Indikator Targe Target Target Renstra PD Tahun ke- Reallsasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke~ 

No. Kinerjo. t Target . . Indikat . - .. ~ .. 
sesuai Tusl NSPK IRK or 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

PD Lainnya 
' 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) {10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) .. (19) (20) 

1 Penilaian - - B B B B B B B B B B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
SAKIP 
perangkat 
daerah oleh 
Inspektorat 

2 DesaRawan . . 3,1% 3,1% 3,1% 2,5% 2,5% 3,1% 3,1% 3,1% 5,73 5,73 1,00 1,00 1,00 2,29 2,29 
Pangan(%) % % 

3 Penguatan - - 210 214 217 247 249 42,501 46,38 56,42 72,57 149,7 0,20 0,22 0,26 0,29 0,60 
Cadangan 2 8 6 77 
Pangan 
(tonl 

4 Tingkat - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1,00 1,00 1,00 1,00 -
Keamanan 
Pangan 
Segar yang 

Ir 
di Uji (%) 
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Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Sumbawa tidak terlepas dari peran berbagai kegiatan yang mendukung 

pencapaian tersebut. Adapun pelayanan kegiatan yang mendukung 

pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut: 

1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat miskin untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan 

diwilayahnya, 

Tabel 2.6. Program Desa Mandiri Pangan dan masing-masing tahapan 

No. Kecamatan Desa Tahap TahUD SumberDana 
1 Labangka Labangka Pasca Mandiri 2007 APBN 

2 Lape Hijrah Pasca Mandiri 2007 APBN 

3 Moyo Hilir OlatRawa Pasca Mandiri 2008 APBN 

4 Utan Pukat Pasca Mandiri 2009 APBN 
5 Alas Barat UsarMapin Pasca Mandiri 2009 APBD Prov. 

6 Lunyuk Padasuka Pasca Mandiri 2010 APBN 

7 Lopok Tatede Pasca Mandiri 2010 APBD Prov. 

8 Flam.pang SP2 Prode Pasca Mandiri 2010 APBD Prov. 

9 Labangka SukaDamai Pasca Mandiri 2011 APBN 

10 Labangka SukaMulya Pasca Mandiri 2011 APBN 

11 Labangka Sekokat Pasca Mandiri 2011 APBN 

12 Tarano Lab.Jam.bu Mandiri 2011 APBN 

13 Alas Barat Gontar Baru Pengembangan 2012 APBN 

14 Lenangguar Ledang Pengembangan 2012 APBD Prov. 

15 Lantung Sepukur Pengembangan 2012 APBD Prov. 

16 Lenangguar Telaga Penumbuhan 2013 APBD Prov. 

17 Lantung Annual Penumbuhan 2013 APBD Prov. 

18 Sumbawa Samapuin Penumbuhan 2013 APBD Prov. 

19 MoyoHulu Brang Rea Pengembangan 2018 APBN 

20 Batu Lanteh Kelungkung Pengembangan 2019 APBN Prov. 

21 Alas Marente Pengembangan 2020 APBNProv. 

22 OrongTelu Kelawis Pengembangan 2020 APBNProv. 

Sumber: Dinas Pangan Kab. Sumbawa 2020 

2) menjamin ketersediaan energi minimal 2.200 kal/kap /hari dan 

ketersediaan protein 57 gr/kap/hari dan penyediaan cadangan 

pangan pemerintah dalam rangka penyediaan pangan pada saat 

\r terjadi rawan pangan transien maupun rawan pangan kronis; 
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3) peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang 

diindikasikan dengan peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

melalui program percepatan diversifikasi konsumsi pangan; 

4) menjaga stabilisasi harga pangan khususnya gabah/beras melalui 

penyediaan Bantuan Sosial; dan 

5) peningkatan peran kelembagaan ketahanan pangan melalui upaya 

revitalisasi ditingkat masyarakat guna menunjang ketahanan 

pangan. 

Kelompok sasaran dalam setiap jenis pelayanan yang dilaksanakan 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa berbeda-beda. 1) Dalam 

rangka pengembangan desa mandiri pangan, kelompok sasaran yang akan 

menerima manfaat adalah KK miskin yang tergabung dalam kelompok 

afinitas yang diberdayakan melalui pembinaan dan pemberian bantuan 

sosial, serta mengintegrasikan berbagai program lintas sektor pada lokasi 

desa mandiri pangan, 2) dalam rangka penyediaan pangan, sasaran 

pelaksanaan kegiatan adalah instansi telmis penanggungjawab target 

produksi dimana dilakukan melalui forum Dewan Ketahanan Pangan, 

sehingga target-target produksi yang telah ditetapkan dapat tercapai, 

3) Upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat antara lain 

dilakukan kepada kelompok sasaran pada kelompok-kelompok wanita, PKK, 

serta pelaku usaha dan para pengambil kebijakan, serta advokasi melalui 

media masa dan melalui peningkatkan pengetahuan bagi anak usia dini pada 

SD/ Mi, sehingga diharapkan pemahaman tentang pola pangan beragam, 

bergizi seimbang dan aman akan dapat dikenal lebih Iuas, 4) guna menjaga 

stabilisasi harga gabah/beras dilakukan melalui pengembangan program 

Lenmbaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan memberikan 

bantuan sosial kepada Gapoktan untuk membeli gabah anggota gapoktan 

sesuai HPP pada saat panen raya dimana sering harga dibawah HPP, 

5) dalam upaya peningkatan peran kelembagaan ketahanan pangan, selain 

kelembagaan struktural dan fungsional, kelompok sasaran pengembangan 

kelembagaan ketahanan pangan adalah kelompok masyarakat atara lain 

PKK, Posyandu, Dasawisma dan kelembagaan masyarakat lainnya yang 

\r dapat mendukung pembangunan ketahanan pangan. 
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Tabel 2. 7. Data Kelompok Binaan 

NO JENIS 
LOKASIDESA KETERANGAN PELAYANAN 

1 Pembinaan 1. Labangka Pasca Mandiri 
Desa Mandiri 2. Hiirah Pasca Mandiri 
Pangan 3. OlatRawa Pasca Mandiri 

4. Pukat Pasca Mandiri 
5. UsarMapin Pasca Mandiri 
6. Padasuka Pasca Mandiri 
7. Tatede Pasca Mandiri 
8. SP2 Prode Pasca Mandiri 
9. SukaDamai Pasca Mandiri 
10 Suka Mulya Pasca Mandiri 

11. Sekokat Pasca Mandiri 
12. Lab. Jam.bu Mandiri 
13. GontarBaru Pengembangan 
14. Ledang Pengembangan 
15. Sepukur Pengembangan 
16. Telaga Penumbuhan 
17. Aimual Penumbuhan 
18. samapuin Penumbuhan 
19. MovoHulu Pengembangan 
20. Kelun~ung Pen~emban_gan 
21. Marente Pengembangan 
22. Kelawis Pengembangan 

Lembaga 1. Mama Gapoktan 
Distribusi 
Pangan 

2. Berora Gapoktan Masyarakat 
(LDPM) 

3. Berare Gapoktan 
4. Luar Gapoktan 
5. Sabedo Gapoktan 
6. Penyaring Gapoktan 
7. UsarMapin Gapoktan 
8. Lunvuk Gapoktan 

3 Lumbung 1. Bantulanteh Sumber Hidup 
Pengan 

2. Labuhan Jamu Peccatu Masyarakat 
3. Pidang Sahabat Tani 
4. Empang Bawah Maris Gama 
5. Sepayung TaniMakmur 
6. SP2 Prode Tiang Tunyang 
7. Labanclrn.I Mandiri 
8. Sekokat Sehati 
9. Suka Mulya Mulya Sari 

10. Hijrah Seiahtera 
11. Tatede BuinKaca 
12. Mamak Mulyana 
13. Sepukur BatuKreng 
14. Malili Buin Resong 
15. OlatRawa Saling Sadu 
16. Poto Sepayal 
17. Kakiang UmaAru 
18. Sebewe SopoAte 
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NO JENIS 
LOKASIDESA PELAYANAN KETERANGAN 

19. Ledang Batu Pantek 
20. Emang Lestari BalongNiat 
21. Padasuka Sum.her Barokah 
22. Seketeng Kokar Biso Ne 
23. Boak Ja,.ya Bersama 
24. Kerekeh BatuPatinang 
25. Lab. Sumbawa Tekad Malanur 
26. Rhee Loka Alam Lestari 
27. Sabedo LemakBawa 
28. Pukat Uma Brang 
29. Stowe Brang Lum.bung Padi 
30. Marente Lonto Engal 
31. UsarMapin SalingBeme 
32. Gontar Baru Karva Bersama 
33. UsarMapin Sukses Bersama 
34. Leseng KokarMaras 
35. Juran Alas Panujak Telanl?it 
36. JuruMapin Sagara 
37. Poto Pedu TekadMaju 
38. Punilit Brang Gola 
39. Songkar Bina Sejahtera 
40. Berora Sahabat 
41. Pungkit Brang Gola 
42. Sempe BungaKemiri 
43. Motong JuwatManis 
44. Langam Perintis 
45. Brang Kolong Maiu Mandiri 

1. Kakiana KW Gerung Lestari 
2. Kelurahan Lempeh KW Cabe Ijo 
3. Langam KW Tinum Lake 
4. Simu KW Pona Lepang 
5. Plampang KW Mulia 
6. Marente KW Melati 
7. Rhee Loka KW BungaEja 
8. PadaSuka KWKacang Panjang 
9. Kelurahan Samapuin KW Melati 

10. Boak KW Alam Hijau 
11. Muer KW Lala Taranam 
12. Baru Tahan KWRiam.Remo 
13. LabubanJambu KW Mawar Putih 
14. Emang Lestari KWMawar 
15. Sepakat KW Sapito 
16. Uma Berincin KW Mekar Sari 
17. Pungka KW Tunas Lestari 
18. Semamung KW Melati Suci 
19. Mam.ak KW {joTernis 
20. Labuhan Kuris KW Ketanga Lesta.ri 
21. Stowe Brang Kemang Mener 
22. Luk Bunga Melati 
23. Sempe EmbunPal?i 
24. Ma.man MekarPutih 
25. BerangRea Sinar Harapan 
26. Berora Gelombang Cinta 
27. Pukat Brang Mato'a 
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NO JENIS 
LOKASIDESA PELAYANAN KETERANGAN 

28. Jorok Melati 
29. Berora Bunga Lestari 
30. Batu Lanteh Plambovan 
31. Onako MenirPutih 
32. Jotang Bunga Taniung 
33. Sukadamai Maju Bersama 

34. SukaMu.Iya Usaha Kelompok Tani 
Kreatif 

35. Ngeru Sono tae 
36. OlatRawa Madu Lestari 
37. Pelat Saling Pariri 
38. Klunoln1no Berkarva 
39. Bt. Dulang Maiu Bersama 
40. MapinBeru Bina Keluarga 
41. Stowe Brang Marisgama 
42. Sempe SinarPulas 
43. BerangRea Mampis Manis 
44. Ongko SakikiRara 
45. Berora SukaMaiu 
46. Baodesa Puncak Ngengas 
47. Maman Sakiki.Rara 
48. Labuhan Kuris Ngali Mandiri 
49. Klungkung Berkarva 
50. NJ?;eru Semangat Baru 
51. Stowe Brang Kemang Menir 
52. Luk Bunga Melati 
53. Sempe EmbunPaiti 
54. Maman MekarPutih 
55. BerangRea Sinar harapan 
56. Berora Gelombang Cinta 
57. Kelungkung SalingPariri 
58. KarangDima Bukit Lestari 
59. Kerekeh Sehati 
60. Juran Alas Airgading 
61. Stowe Brang Tunas Baru 
62. Luk Bunga Eja 
63. Bunl!in Bunf!inAsri 
64. Lito Ban~Desa 
65. Labuhan Bontong Manambai 
66. Jotang Bern Panto Dava Maiu 
67. Buin Baru Lestari 
68. Usar Manin Gelampar Mariri 
69. Brang Biii Amanah 
70. Rhee Mamois Rungan 
71. Penvaring Binas Seiahtera 
72. Poto Kre Alang 
73. JavaMakmur MekarJava 
74. Teoal Bao Merdang 
75. La.bu.ban Badas Harapan Jaya II 
76. Mama Unter Temang 
77. Banda DewaBoko 
78. BungaEia Mandiri 

79. Penyaring 
SalamMuda 
Hortikultura 
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NO JENIS 
LOKASIDESA PELAYANAN KETERANGAN 

80. BungaEia Maiu Bersama 
81. Marente Melati Marente 
82. Juranalas Kartika 
83. Labuhan Jam.bu Bukit Cahava Desa 
84. Jotang Jotang Maras 
85. Lamenta LancarJava 
86. Seketeng Bukit Lestari 
87. Labuhan Jam.bu Kamoun2 Peca 
88. LunyukOde Sum.her Reieki 
89. Stowe Bran2: Maris Gama 
90. Semne SinarPulas 

100. Beran2: Rea Mamois Manis 
101. On!!ko SakikiRara 
102. Berora SukaMaiu 
103. Baodesa Puncak Ngengas 
104. Ma.man SakikiRara 
105. LabubanKuris N2ali Mandiri 
106. Klunatn,na Berkarva 
107. Ngeru Semangat Baru 
108. Pam.anto Mamnis Run!!an 
109. Lenanfmuar Maris Gama 
110. Boak Boak Berseri 
111. Jorok Tumung Barema 
112. Bums Saline: Sana 
113. Brang Biii Samalewa 
114. Dalam Pasasesenap 
115. Gontar Baha{!:ia Bersama 
116. 

Lempeh Tubas Intan. Bulaeng 

117. Pemek 
Olat Maras 
Hortikultura 

118. Jotang 
KWT Jotang 
Sejahtera 

119. Labuhan Alas 
KUB Duta Anak 
Pesisir 

120. Gontar Forum Solidaritas 
121. Kakiang As-Svifa 
122. Boal MawarMerah 
123. Klunf!kung KemangMiri 
124. Lesene.: Kita Bina Bersama 

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 

diarahkan dan difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan dengan 

melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan 

pangan masyarakat Kabupaten Sumbawa. berdasarkan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan 

\r bahwa ada 3 (tiga) pilar ketahanan pangan yaitu : 
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1. Ketersediaan Pangan. 

Ketersediaan Fisik Pangan di seluruh wilayah di Indonesia 

2. Akses Pangan 

Kemampuan seluruh rumah tangga untuk memperoleh cukup 

pangan 

3. Pemanfaatan Pangan 

\( 

Penggunaan pangan oleh seluruh rumah tangga dan kemampuan 

masing-masing individu untuk mengonsumsi pangan dan menyerap 

gizi. 
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No, 

(1) 

1 

2 

3 

4 

~ 

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 

lndlkator Sesual 
Kewenang-..n PD 

2016 

(Z} (3) 
Penffalanlakfp 14.500.800 
perangkatdae1ah 
olehlnspektont 

OmRaw;nPangan 255.650.500 
l!ll 

Pen~atan 319.906.000 
cadanganPangan 
ton! 
ling!iatKeama11an 67.494.500 
Pangan Se&ar yang di 
Uj1(%l 

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020 

Anggaran pada Tahun ke- Reallsasl Anggaran pada Tahun ke• Rasio antara Realisasl dan Anggaran Tahun ke· 

2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

(4) (5) (6) (7) (BJ (9) (10) (11) (12} (13} (14) (15) (16) (17) 

20.000.800 22.219B40 60.659.240 37.455.749 14.205.800 15.821300 21645143 59.277.206 36.437.284 0,98 0,79 0,97 0,98 0,97 

355.023.500 120.496.000 &l.939.118 57.097.412 253.411395 290181.968 105.806.000 78.825.018 57.0'J7.412 0,99 0,82 0,8B 0,97 1,00 

348.70UXXI 195.810.846 13.426.ill 1.on.sa8.006 294.435.00:, 341.439.000 193.255.800 72.546.812 1004.934.300 0,92 0,98 0,99 0,99 0,93 

98,197.700 76.979.075 39.025,400 4.007.IXKI 57,808.500 94.409.719 73,295.484 36.966.100 3.225.000 0,86 0,96 0,95 0,95 0,79 
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Rata-rata 
Pertumbuhan 

Anggaran Realisasl 

(18} (19) 
31,66 31,30 

·15,53 ·15,49 

47,39 48,26 

·18,79 ·18,88 

= 



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan 

Pangan 

Urusan Pangan di Kabupaten Sumbawa mempunyai posisi 

strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mampu 

memilah pangan yang aman, seimbang dan bergizi untuk dapat dikonsumsi 

oleh masyarakat. Hal ini disadari sepenuhnya keberadaannya menjadi 

tumpuhan dan harapan masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor 

ketahanan pangan, pemerintah daerah mempunyai tantangan dan peluang 

pengembangannya. 

2.1.1 Tantangan 

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan sektor 

ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut: 

1. Sarana dan prasarana ketahanan pangan yang masih terbatas, dinas 

ketahanan pangan masih melakukan pengujian sampel pangan segar 

(PSAT) di luar kota. Sehingga diperlukan pengadaan alat penunjang untuk 

pengujian sampel. 

2. Belum Optimalnya pelaporan system kewaspadaan pangan dan gizi 

3. Pola Konsumsi pangan belum beragam, bergizi, seimbang dan aman. 

Pemahaman masyarakat masih kurang akan pentingnya pola konsumsi 

B2SA. 

4. Keamanan Pangan yang masih memerlukan penanganan lebih serius 

5. Kurangnya permodalan dalam pengembangan produk pangan kepada 

masyarakat, hasil pertanian perlu di olah menjadi produk jadi untuk 

dapat meningkatkan nilai produk itu sendiri serta meningkatkan nilaijual 

dengan salah satu cara memberikan bantuan berupa modal serta alat 

pengolahan. 

6. Masih memiliki daerah rawan pangan 

7. Sumber Daya Manusia yang terbatas 

8. Anggaran pelaksananaan kegiatan terbatas 

2.1.2 Peluang 

Adapun peluang dalam Pengembangan sektor ketahanan pangan adalah 

\r sebagai berikut: 
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1. Peningkatan pembangunan 

meningkatkan nilai tambah 

olahan / produk jacli. 

ekonomi ketahanan pangan dengan 

bahan pangan mentah menjacli pangan 

2. Sudah adanya peningkatan produksi pangan 

3. Tersedianya komuditas pangan surplus 

4. Pelatihan yang terintegritas 

5. Telmologi dan inovasi di bidang pangan yang semakin berkembang 

6 . Adanya dukungan pembiayaan di bidang pangan melalui dana APBD, 

APBN dan hibah lainnya. 

7. Tersedianya keanekaragaman pangan lokal 
\( 
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BAB 111 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 

Isu strategis yang sedang dihadapi sekarang adalah perubahan 

iklim sehingga terjadi krisis pangan dan energi dunia, harga pangan 

meningkat sehingga negara negara yang semula menjadi pengekspor 

pangan cendrung menahan produk menjadi stok pangan. Kondisi global 

tersebut juga terjadi di Indonesia sehingga diperlukan upaya stok 

pangan Nasional. Isu Nasional strategis lainnya mengenai pertumbuhan 

penduduk yang semakin tinggi, tingginya koversi lahan, terbatasnya 

infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang tergantung 

pada beras. 

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang 

dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari 

perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan 

dilaksanakan dengan mempertimbangan pengaruh terhadap pencapaian 

sasaran pembangunan ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa, 

merupakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan kabupaten, Isu 

strategis yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalarn 

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Sumbawa 

sebagai berikut: 

1. Penanganan Kerawanan Pangan 

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Sumbawa masih cukup 

tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar 

pedesaan, potensi sumber daya yang rendah, terjadi gagal 

tanarn/ gagal panen dan adanya bencana alam pada musim tertentu 

serta masih terbatasnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya 

penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat 

diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah 

propinsi/kabupaten/kota serta cadangan pangan di tingkat 

masyarakat yang langsung dapat di akses oleh masyarakat. 

2. Stabilitas Pasokan, Barga dan Distribusi Pangan 

\r 

Stabilitas pasokan dan harga merupakan sarana dan prasarana 

distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen 

Ketidaklancaran proses distribusi akan memgakibatkan biaya 
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produksi dan pemasaran yang mahal serta kerusakan komoditas 

pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena 

adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak 

menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. 

Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat 

melonja.knya ongkos angkut yang berimplikasi kepada meningkatnya 

biaya produksi, waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar 

pada saat terjadi gangguan bruk Karena kondisi infrastruktur jalan 

yang kurang memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan 

mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjang 

rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tam.bah yang 

seharusnya diterima oleh petani justru dinikmati oleh orang lain 

(jejaring pasar lainnya). 

3. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat 

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih 

rendah yang ditunjukan dengan Angka Pola Pangan Harapan (PPH). 

Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi 

dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena 

keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran akan pangan 

yang beragam bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas. 

Kecendrungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal yang 

masih rendah dan cenderung menurun serta berkembangnya 

globalisasi industry pangan siap saji yang berbasis impor yang 

cenderung digemari oleh masyarakat mengakibatkan penurunan 

tingkat konsumsi pangan yang sehat seimbang berbasis pangan 

lokal. Oleh karena itu upaya peningkatan penganekaragaman 

konsumsi pangan masyarakat harus dilaksanakan dengan tidak 

membedakan jenis kelamin serta berkeadailan bagi seluruh 

masyarakat. 

4. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar 

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat 

ditunjukan dengan masih terjadinya berbagai kasus ganguan 

kesehatan akibat pangan yang tidak am.an antara lain sebagai akibat 

dari terjadinya cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan 

bahan kimia yang berlebihan serta masih ditemukan pangan 

kadaluarsa yang beredar dimasyarakat. Permasalahan yang 

\r menyertai pananganan keamanan pangan diakibatkan oleh 
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No 

1 

1. 

\r 

kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam prak:tek penangan 

pangan yang aman, belum optimalnya control peredaran bahan 

berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan 

pangan dan penerapan sanksi bagi. pelanggar peraturan keamanan 

pangan secara tegas, dan yang paling penting adalah perlunya 

pengetahuan dan ketelitian masyarakat dalam memilah dan memilih 

bahan pangan yang akan di bell dan dikonsumsi. 

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara 

sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya 

pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat 

hid up sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

Tentang Pangan disebutkan, bahwa Pangan adalah segala sesuatu 

yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, 

kehutanan, perikanan, petemakan, perairan, dan air, baik yang 

diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan 

atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan 

pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan 

dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman. 

Tabet 3.1 

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan 

Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Sumbawa 

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

2 3 4 

Koordinasi antar OPO Kebijakan antar 1. Ketersediaan dan Akses 

dalam menyelesaikan OPD terkait yang Pangan yang masih 

masalah rawan pangan belum terbatas 

dan pola pangan harapan terin tegrasi. 

(PPH) belum optimal. 

Rawan pangan dan PPH 

harus diselesaikan secara 
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No · Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 2 3 4 

bersama-sama atar OPD 2. Konsumsi Pangan pokok 

terkait dan kebijakannya dan Pangan lainnya kurang 

harus terintegrasi. beragam serta masih 

tingginya konsumsi beras 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah 

3.2.1. Visi RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026 

Berdasarkan Permasalahan dan kondisi serta tantangan yang 

akan dihadapi, serta memperhatikan dokumen RPJM Nasional, RPJMD 

Provinsi NTB dan RPJP Kabupaten Sumbawa dan visi Kepala Daerah 

Terpilih, maka dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 

2021 -2026 sebagai berikut: 

"TERWUJUDNYA SUMBAWA GEMILANG YANG BERKEADABAN" 

Dalam rumusan Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2021-2026 

yang merupakan cerminan pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh 

rumusan visi tersebut. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

SUMBAWA GEMILANG ; 

mengandung malma Kabupaten Sumbawa yang memiliki daya 

saing kuat serta mam.pu berkompetisi bruk di tingkat regional, nasional 

maupun internasional. 

BERKEADABAN: 

Pernyataan berkeadaban mengandung malma masyarakat Sumbawa 

yang memegang teguh agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan 

sehari-hari (Adat Barenti Ko Sara', Sara' Barenti Ko Kitabullah. Taket Ko 

Nene, Kangila Boat Lenge) sehingga terbentuk kondisi kehidupan yang 

"Senap Semu" (dimensi kesejahteraan spritual). Situasi kehidupan 

masyarakat sejahtera secara spritual, masyarakat yang diliputi oleh 

suasana kedamaian dan ketentraman sebagai berkah Allah SWT, Tuhan 

yang Maha Esa atas ketaqwaan hamba-Nya dalam menjalankan perintah 

agam.a), "Riam Remo" (dim.ensi kesejahteraan sosial yaitu gambaran 

suasana masyarakat yang penuh dengan kedamaian, persahabatan dan 

\l-rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga 
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negara), "Nyaman Nyawe" (kesejahteraan ekonomis merupakan 

gambaran kondisi masyarakat yang berkecukupan. Berkecukupan 

mengandung pengertian bahwa ketersediaan dan pemenuhan 

kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi 

secara cukup. Artinya masyarakat "Nyaman Nyawe" merupakan wujud 

masyarakat yang maju dan sejahtera sebagai implikasi keberhasilan 

pembangunan). 

3.2.2. Misi RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021 - 2026 

Langkah-langkah dalam mewujudkan Visi di atas, dengan dilakukan 

Misi sebagai berikut: 

MISI 1 : SUMBAWA SEHAT DAN CERDAS 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang 

maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan. 

MISI 2 : SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI 

Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tam.bah sektor 

agribisnis, industri dan pariwisata. 

MISI 3 : SUMBAWA BERSlll DAN MELAYANI 

Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat 

dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan 

efisien 

MISI 4 : SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA 

Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarak.ter, terlaksananya 

ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum 

yang berkeadilan. 

MISI 5 : SUMBAWA TANGGUH DAN BERKELANJUTAN 

Pengembangan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah serta 

meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan ik1im melalui 

pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. 

Dalam menjalankan tu.gas pelayanan Dinas Ketahanan Pangan 

memiliki keterkaitan Misi Pembangunan Kabupaten Sumbawa antara 

lain: 

Misi2 

Tujuan 

Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan 

nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata. 

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang 

berkualitas 
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Sasaran 

Misi3 

Tujuan 

Sasaran 

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha 

Prioritas (pertanian, perikanan dan kehutanan; 

Perdagangan; Penyediaan Akomodasi Dan Makan 

Minum; lndustri Pengolahan) 

Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti 

Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian 

serta pelayanan yang cepat dan efisien 

Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Pelayanan 

Publik 

Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi 

3.3. Telaahan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Nasional dan 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB 

Visi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah Pertanian 

yang maju, mandiri dan modem untuk terwujudnya Indonesia maju 

yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong 

royong. 

Mengacu pada tugas dan fungsi kementrian pertanian yang telah 

di atur dalam. peraturan perundang-undangan dan untuk mendukung 

misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, kementrian 
' pertanian mendukung satu dari Sembilan misi Presiden dan Wakil 

Presiden, yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya 

saing, melalui misi Kementrian Pertanian yaitu: 

1. Mewujudkan ketahanan pangan 

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta 

3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian. 

Badan Ketahanan Pangan mendukung misi Kementerian Pertanian 

yaitu "Mewujudkan Ketahanan Pangan". Ketahanan Pangan 

merupakan kondisi terpenuhlnya pangan bagi negara sampai 

perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup 

ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu menjamin pangan yang 

aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup 

sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. 

Menjabarkan misi pembangunan kementerian pertanian, maka 

tujuan pembangunan kementerian pertanian, kontribusi Badan 

Ketahanan Pangan pada tujuan: 

1. Mewujudkan ketahanan pangan dengan tujuan : Meningkatnya 

k- Pemantapan Ketahanan Pangan 
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2. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Perta.nian 

dengan tujuan : TeIWUjudnya Reformasi Birokrasi Kementerian 

Pertanian 

Sasaran Strategis Pembangunan kementerian pertanian pada program 

Badan Ketahanan Pangan merupakan basil yang ingin dicapai dari suatu 

program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kementrian 

Pertanian tahun 2020-2024 yang disusun dengan metode Balanced 

ScoreCard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu Stakeholders, 

customer, internal process dan learning and growth perspective. Sasaran 

Strategis (SS) Kementrian Pertanian sebagai berikut: 

SS.1 Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis dalam. Negeri 

SS .2 Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional 

SS.3 Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional 

SS.4 Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian 

SS.5 Tersedianya Prasarana dan Sarana pertanian yang sesuai 

kebutuhan 

SS.6 Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta 

penyaki.t pada hewan 

SS. 7 Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan 

pertanian nasional 

SS.8 TeIWUjudnya birokrasi kementrian pertanian yang efektif, efisien, 

dan berorientasi pada layanan prim.a 

SS.9 Terkelolanya anggaran kementrian pertanian yang akuntabel dan 

berkualitas 

Berdasarkan peta strategis Kementerian Pertanian, kontribusi 

Badan Ketahanan Pangan pada SS-1 "Meningkatnya ketersediaan 

pangan strategis dalam. negeri" dan SS-3 "Terjaminnya keamanan dan 

mutu pangan strategis nasional". Sasaran Strategis ini berada pada 

customer perspective yang berkontirbusi dalam mencapai sasaran 

strategis 1 'Meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani" pada 

stakeholders perspective. Dengan kata lain, outcome Kementrian 

Pertanian berupa meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani tidak 

dapat tercapai tanpa adanya dukungan dan peran serta dari program. 

dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan. 

Berdasarkan Renstra Kementrian Pertanian tersebut diatas, 

Badan Ketahanan Pangan telah menjabarkan sasaran strategis tahun 

\t 2020-2024 sebagai berikut: 
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Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan 2020-2024 yaitu: 

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri (SS 1) 

2. Terjaminnya kemanan dan mutu pangan strategis nasional (SS3) 

3. Terwujudnya birokrasi kementrian pertanian yang efektif, efisien, dan 

berorientasi pada layanan prim.a (SS8) 

4. Terkelolanya anggaran kementrian pertanian yang akuntabel dan 

berkualitas (SS9) 

Dari empat Sasaran Strategis di jabarkan menjadi enam sasaran 

program sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia (TTI) 

2. Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan 

3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 

(PSAT) 

4. Meningkatnya Konsumsi Sayur, Buah, Daging dan Protein Asal 

Temak 

5. Terwujudnya Birolcrasi Badan Ketahanan Pangan yang Efektif dan 

Efisien 

6. Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan Pangan yang Akuntabel 

dan Berkualitas 

Dari 6 Sasaran Program c:lijabarkan menjadi delapan Indikator 

kinerja Sasaran Program sebagai berikut : 

a . Persentase Lembaga Distribusi Pangan yang mandiri yang 

melakukan penjualan beras kepada Toko Tani Indonesia / TTI (%) 

b. Persentase Darah Rentan Rawan Pangan (%) 

c. Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu 

pangan (%) 

d. Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/hari) 

e. Konsumsi daging (Kg/kapita/hari) 

f. Konsumsi protein asal temak (gram/kapita/hari) 

g. Nilai Reformasi birokrasi badan ketahanan pangan (nilai) 

h. Nilai kinerja anggaran badan ketahanan pangan (nilai) 
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Target Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian yang 

ingin dicapai selama tahun 2020-2024 digambarkan pada tabel dibawah 

ini: 

No. Sasarnn Strntegis Sasaran Program 
Jndokator Kinerjn Target 
Snsarnn Program 2020 2024 

I Meningkalnya kcteisedirum I. Meningkntnyn Pcnjualan Beras I. Perscntnsc l.cmbngn Distn"husi 
p1111gan slmtcgis dalam ncgeri kcpad4 Toko Tani Indonesia Pangan yang mmdiri yang 

(TTI) nx:lakubn pcnjualan hems 20 20 
kcpada Tako Tani Indonesia I TTI 
(%) 

2. Pcnguatan Akses Pangan 2 Persentnsc Damh Renton Rawan 
Masyamkat di Ihcrnh Ra"an Pnngnn(%) 18 10 
Pnn!lt1n 

2 Terjaminnya kcamman dan IIllllu 3. Tcrjaminnya Kearmnan don 3. Pers en lase PSA T yang mmXlnuhi 
pangnn stmtcgis nasional Mutu Pangan Segar Asal synmt kcannnan don nutu 85 85 

Tuirouhnn (PSAT) pangan (%) 

4. McningL:ntnya Konsurmi Sayur, 4. Konsurmi sayurdan buah 
2602 3163 Bunh, Daging dan Protein Asal (gmm'knoita/hnri) 

Tcrnak 5. Konsumsi daging (Kg/knpita/hnn) 135 14.7 

6. Konsurmi protein asal temnk 
10.65 11.04 

(gnun'kapitn/hari) 
3 Terselanggamnya birokmsi 5. Temujudnya Birokmsi &don 7. Nilni Rcfonmsi birokmsi bad.in 

kem:ntri.'ln pcrtaninn yang efoktif, Ketahanan Pangan yang Ffektif ketahonan pnngnn (nilai) 
23.62 24.51 cftsicn dnn bcrorientosi pnda dnn Etisicn 

lay4113n prirm 

4 Tcrk.:lolnnya anggamn Kcm:ntrian 6. Terkclolanya Anggoran &don 8. Nilai kincrjn anggnmn badan 
Pertaninn yang a~11ntabcl dan Kctahanan Pangan yang ketahnnan pangnn (nilni) 89.44 89.48 
bcrlmnlitns Al..-untabcl don &r:1.-ualitas 

Target Renstra Badan Ketahanan Pangan yang ingin dicapai 

setiap tahunnya adalah sebagai berikut: 
SASARAN STATEGIS DAN 

INDIKATOR KINERJA 
2020 2021 2022 2023 2024 

CUSTOMER PERSPECTIVE 

SS 1. Meningkatnya Ketersedlaan Pugan Strategis dalam Negeri 

l .Persentase lembaga 20 20 20 20 20 

distribusi pangan yang 

mandiri yang melakukan 

penjualan beras kepada 

took tani Indonesia / TTI 

(%) 

2.Persentase Daerah Rentan 18 16 14 12 10 

Rawan Pangan (%} 

ss 3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional 

1.Persentase PSAT yang 85 85 85 85 85 

memenuhi Syarat 

Keamanan dan Mutu 

Pangan(%} 

2.Meningkatnya Konsumsi 

Sayur,Buah,Dagingdan 

Protein Temak 
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SASARAN STATEGIS DAN 

INDIKATOR KINERJA 
2020 2021 2022 2023 2024 

Konsumsi Sayur dan Buah 260,2 273,2 286,9 301,3 316,3 

(gram/kap/hr) 

Konsumsi Daging 13,5 13,8 14,1 14,4 14,7 
(kg/kap/hr) 

Konsumsi Protein Asal 10,65 10,75 10,85 10,94 11,04 
Temak (gr/kap/hr) 

LEARING & GROWTH PERSPECTIVE 

SS 8. Terselenggaranya birokrasi kementrian pertanian yang efektif, efisien dan 

berorientasi pada layanan prima 

1.Nilai birokrasi Badan 23,62 23,84 24,07 24,29 24,51 
Ketahanan Pangan (nilai) 

SS 9. Terkelolanya anggaran kementrinn pertanian yang akuntabel dan berkualitas 

1.Nilai Kinerja anggaran 89,44 89,45 89,46 89,47 89,48 

badan ketahanan pangan 

(nilai) 

Visi Gubemur Nusa Tenggara Barat terpilih dalam Pembangunan 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-

2023 adalah : "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang''. 

Dengan Misi Gubernur NTB adalah: 

1. Nusa Tenggara Barat Tangguh dan Mantap 

2. Nusa Tenggara Barat Bersih dan Melayani 

3. Nusa Tenggara Barat Sehat dan Cerdas 

4. Nusa Tenggara Barat Asri dan Lestari 

5. Nusa Tenggara Barat Sejahtera dan Mandiri 

6. Nusa Tenggara Barat Aman dan Berkah 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk pada Misi 

ke 5 NTB yaitu : Nusa Tenggara Barat Sejahtera dan Mandiri dengan 

akselerasi penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan 

dan pertu.mbuhan ekonomt berkualitas yang memberi nil.at tambah 

yang bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi, 

dengan: 

Tujuan 

Indikator 

Sasaran 

\r Indikator 

Meningkatnya pembangunan ekonomi yang 

berkualitas 

Angka Kemiskinan 

: Meningkatnya Ketahanan dan 

Konsumsi Pangan 

Pola Pangan Harapan 
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Arah Kebijakan : Mendorong keragaman pola konsumsi dan 

meingkatkan kewaspadaan pangan 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWJ dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan 

ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang 

berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan 

harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten 

Sumbawa telah menetapkan Peratu.ran Daerah Kabupaten Sumbawa 

Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Sumbawa Tahun 2011-2031. 

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil 

perencanaan ta.ta ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur 

ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan 

geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. 

Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara 

detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk 

kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. 

Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi 

pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka 

panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka 

pendek. 

Pembangunan ketahanan pangan tidak terlepas dari ketersediaan 

lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan yang dapat mendukung 

ketahanan pangan yaitu : 

1. Kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi. kawasan­

kawasan: peruntukan pertanian lahan basah, peruntukanpertanian 

lahan kering, dan peruntukan hortikultura; 

2. Kawasan peruntukan perkebunan, yang d:irinci berdasarkan jenis 

komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten 

3. Kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan­

kawasan: peruntukan perikanan tangkap, peruntukan budidaya 

\r perikanan, dan peruntukan kawasan pengolahan ikan 
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Kawasan tersebut ditetapkan dengan tujuan melindungi dan 

menjamin tersedianya kawasan dan lahan pertanian, perkebunan dan 

perikanan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, 

ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan 

pertanian milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan 

petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan 

pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi 

kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan 

mewujudkan revitalisasi pertanian. 

3.5. Penentuan Isu-lsu Strategis 

Penentuan Isu-Isu Strategis dilakukan melalui kebijakan dan 

kegiatan pembangunan masa lalu, hal tersebut mempengaruhi visi, 

misi, output dan manajemen. Cara tersebut akan mempengaruhi 

keputusan bagaimana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 

melakukan Perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan 

ketahanan pangan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai 

aspek dalam meningkatkan ketahanan pangan yang mengalami 

kemajuan serta di sisi lain terdapat pula permasalahan atau kendala 

yang masih dihadapi sehingga perlu penanganan lebih terencana, 

sinergis dan berkelanjutan. 

Beberapa Isu-Isu Strategis dalam rangka peningkatan ketahanan 

pangan di Kabupaten Sumbawa antara lain: 

1. Peningkatan dan Pemantapan hasil pertanian dalam mewujudkan 

ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa. Meningkatnya kualitas 

dan kuantitas hasil pertanian melalui peningkatan ketersediaan, 

keterjangkauan distribusi dan akses pangan serta penanganan 

kerawanan pangan.Hal tersebut diyakini dapat meningkatkan 

ketahanan pangan menjadi lebih stabil. 

2. Peningkatan Teknologi Informasi untuk mencapai pelayanan prima 

dalam melakukan pengembangan dan pembinaan kepada para 

masyarakat didaerah-daerah terpencil yang jauh dari kota. Hal 

tersebut di upayakan agar masyarakat dapat mandiri dalam 

memenuhi kebutuhan keluarga menjadi lebih beragam, bergizi, 

\r seimbang dan aman serta dapat meningkatkan perekonomiannya. 
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3. Peningkatan Sarana dan Prasarana di bidang pangan yang dapat 

memadai dan mendukung peningkatan keamanan pangan segar serta 

~ peningkatan olahan produk pangan jadi. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tujuan 

adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang 

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan 

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil( outcome) 

program Perangkat Daerah. 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa menentukan 

nomenklatur tujuan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran 

pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Tujuan, sasaran beserta 

indikator yang disebutkan pada Tabel T-C.25 berikut merupakan bentuk 

pemyataan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 

memastikan akan berkontribusi terhadap indikator-indikator sasaran 

pemerintah daerah yang berkesuaian, sebagai berikut: 

No 

1 

Tabel-TC 25 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 

Tujuan PD Sasaran PD lndikator T~et Kineria Tuiuan/ Sasaran Pada Tahun ke 
Tuiuan/Sasaran 1 2 3 4 5 

Meningkatkan La.ju Nilai reformasi 51,32 51,91 52,50 55,00 57,50 
Pertumbuhan PDRB sektor birokrasi 
unggulan dengan peningkatan 
kualitas pelaksanaan reformasi 
birokrasi 

Meningkatnya Kategori BB BB BB BB A 
kategori Nilai Predikat hasil 
SAKIP Dinas evalusi AKIP 
Ketahanan Dinas 
Pangan Ketahanan 

Pangan 

Meningkatnya lndeks 82,32 82,43 82,70 82,75 82,84 
Ketahanan ICetahanan 
Pangan Pangan Daerah 
Daerah 
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BABV 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, Strategi di definisikan sebagai suatu langkah berisikan program­

program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk 

mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai 

suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan 

permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang 

dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan 

penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada 

ketercapaian dari target yang telah ditentukan pada Tabel TC-26 selaras 

dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut: 

Tabel T-C. 26 
Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, 
Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Sumbawa 

Visi : Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang berkeadaban 

Misi2 : Sumbawa Sejahtera dan Mandiri 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya Meningkatnya Peningkatan Pengelolaan Cadangan Pangan 
Pertumbuhan Laju Capaian Indeks Masyarakat dengan 
Ekonomi Lokal Pertumbuhan Pola Pangan Memperhatikan Distribusi dan 
yang PDRB Lapangan Harapan Kewaspadaan Pangan. 
berkualitas U saha Prioritas 

Visi : Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang berkeadabau 

: Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), 
Misi3 cepat dan bermutu., memberikan kepastian serta pelayanan yang 

ceuat dan efisien 
Meningkatkan Meningkatnya Optimalisasi 1 Perencanaan, Penganggaran, 
Birokrasi yang Kualitas Penyelenggaraan dan Evaluasi Kinerja 
bersih dan Reformasi Program Perangkat Daerah 
pelayanan Birokrasi Penunjang 2 Tertib Administrasi 
pubillc Urusan Keuangan Perangkat Daerah 

Pemerintahan 
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Visi : Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang berkeadaban 

Daerah 3 Tertib Administrasi Umum 
Kabupaten/Kota Perangkat Daerah 

4 Penyedia.an Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

5 Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

6 Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN 

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026 

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

J angka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan 

Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil 

yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang 

telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Dinas 

Ketahanan Pangan pada khususnya telah melakukan penyesuaian 

sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam 
regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 

sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah. 

Program pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan 

Pangan merupakan program strategi.s Daerah sebagai instrumen arah 

kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Setiap program memiliki 

sejumlah kegiatan climana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 

menghasilkan keluaran ( output} dalam rangka mencapai hasil ( outcome) suatu 

program. Selanjutnya setiap kegiatan tercliri dari sejumlah sub kegiatan yang 

merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (suboutput) dalam rangka 

mencapai keluaran ( output) suatu kegiatan. Adapun rencana program, 

kegiatan/ sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 

k periode Tahun 2021-2026 disajikan pada T-C.27 berikut ini: 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Indikator kinerja dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Sumbawa merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam 

pencapaian pelaksanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 

2021-2026. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan menjadi fokus 

layanan urusan pilihan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 

Indikator dan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang menjadi 

fokus layanan urusan pilihan yang mengacu pada tujuan dan sasaran 

·if RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 7.2. 

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Indikator Kondisi 
Tujuan PD (xh Kinerja . ' ·xondisi 

No. Indikator padaawal Kinerja pada 
SasaranPD periode 2021 2022 2023 2024 2025 akhir periode 

(xx), Indikator RPJMD BPJMD (2026) 
Program (xxx) (2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Nilai reformasi 51,10 51,32 51,91 52,50 55,00 57,50 57,50 

birokrasi 
1.1 Kategori BB BB BB BB BB A A 

predikat uilai 
AKIP Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

1.1.1 Nilai AKIP Dinas 72,00 72,47 74,67 76,87 79,07 81,27 83,47 
Ketahanan 
Pangan 

1.2 Jndeks 82,31 82,32 82.43 82,70 82,75 82,84 82,92 
Ketahanan 
Panf!Qn Daerah 

1.1.1 Tingkat 470 470,05 308,51 308,53 308,55 308,65 308,65 
Ketersediaan 
Pangan 

1.1.2 SkorPola 86,60 77,40 84,00 86,80 89,60 92,40 95,20 
Pangan 
Harapan (PPH) 

1.1.3 Persentase desa 11 11 10 10 9 8 8 

'tt rawan oani?:an 
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Target Capajan Setiap Tahun 

Indikator Kondisi 
Tujuan PD (x), Kinerja Kondisi 

No. 
Indikator pada awal Kinerja pada 

SasaranPD periode 2021 2022 2023 2024 2025 akhir periode 
(xx,, Indikator RPJMD RPJ'MD (2026, 
Program (mm) (2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1.4 Tingkat a.man 100 100 100 100 100 100 100 

konsumsi 

'f' 
nangan seJ?:ar 
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BAB VIII 

PENUTUP 

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi merupakan tanggung jawab 

bersama pemerintah dan masyarakat yang terdiri dari perguruan tinggi, 

swasta, petani, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan serta lembaga 

pangan di masyarakat. 

Semangat kedaulatan pangan dan kemandirian pangan harus tertanam 

dengan kokoh di setiap pelaku pembangunan ketahanan pangan agar 

diperoleh hasil yang optimal. Agar pembangunan ketahanan pangan dan gizi 

berjalan optimal maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah baik 

di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dan adanya partisipasi 

masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. 

Pelaksanaan kegiatan yang menyentuh masyarakat dalam rangka 

pemantapan ketahanan pangan keluarga sampai tingkat perseorangan 

perlu diselaraskan dengan pembangunan ekonomi nasional dan daerah, 

upaya pengentasan kemiskinan, dan responsif gender. Selanjutnya, dengan 

dukungan saran.a dan prasarana, serta kelembagaan ketahanan pangan yang 

kuat maka diharapkan akan mam.pu menga.komodasikan kebutuhan pangan 

masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya pangan yang 

tersedia. 

Rencana Strategi.s Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa 

Tahun 2021-2026 adalah penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumbawayang 

merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima} tahunan perangkat 

daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan 

kegi.atan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan 

Pangan serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan 

kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra tersebut 

dalam implementasinya perlu disesuaikan dan dijabarkan lebih rinci setiap 

tahun dalam sasaran, kegiatan, penganggaran, pelaksanaan dan 

penanggungjawab. 

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sumbawa, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Ketahanan 

Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 akan diwujudkan roelalui 

kegiatan prioritas Daerah dan Nasional yaitu: (1) Pengembangan 

Ketersediaan, Cadangan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; 

\r (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; 
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(3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan 

Keamanan Pangan segar; sedangkan kegiatan pendukungnya adalah 

Dukungan· Manajemen dan Teknis lainnya. 

Disad$i bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan 

tidaklah mudah, namun dengan partisipasi, semangat dan komitmen semua 

pihak karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program 

dan kegiatan yang telah di susun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya 

menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan 

pencerminan aspirasi pembangunan. 

Implementasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2021-2026 pada 

tahapan perencanaan pembangunan ketahanan pangan tahunan, masih 

dimungkinkan mengalami perbaikan dan penyempumaan karena terjadinya 

perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan 

program pembangunan ketahanan pangan. 
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